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Artinya:“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu
sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,
kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah
kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)
dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh
menyusukan (anak itu) untuknya”.(Q.S. At-Thalag: 6).*

! Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Untuk Wanita (Bandung : Jabal Roudhotul Jannah,
2009), 518.
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ABSTRAK

Arik Efendi, Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., 2021: Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Sistem Pembayaran Jauh Dekat Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Dalam
Kota Studi Kasus Angkutan Umum Kabupaten Jember.

Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan
manusia, sebab tanpa transportasi manusia akan mengalami kesulitan dalam
melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dalam sebuah
transportasi, penentuan harga merupakan salah satu hal yang terpenting untuk
menghindari kesewenang-wenangan penyedia jasa dalam memberikan tarif
kepada pengguna jasa. Oleh karena itu, penentuan tarif angkutan umum di
Kabupaten Jember ini di resmikan oleh pemerintah daerah dan dinas
perhubungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Fokus penelitian dalam penelitian ini
adalah: (1) Bagaimana penerapan sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada
jasa angkutan umum dalam kota di Kabupaten Jember? (2) Bagaimana tinjauan
hukum Islam terhadap penerapan sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada
jasa angkutan umum dalam kota di Kabupaten Jember?

Untuk mengidentifikasi fokus penelitian ini, peneliti menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan.
Adapun pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan
dokumentasi. Penentuan subjek penelitiannya menggunakan teknik purposive.
Analisis datanya yaitu analisis data sebelum dilapangan dan analisis data di
lapangan. Sedangkan keabsahan datanya menggunakan triangulasi teknik dan
triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu pertama, dalam
penerapan sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada jasa angkutan umum
antar perkotaan Jember ini telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Dinas Perhubungan (DISHUB) sejak tahun
2010 silam. Dalam penerapan sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada jasa
angkutan umum antar perkotaan Jember ini telah dikenakan tarif Rp. 5000 untuk
penumpang umum dan Rp. 2000 untuk kalangan pelajar. Kedua, dalam tinjauan
hukum Islam terhadap kebijakan penetapan jauh dekat satu tarif pada jasa
angkutan umum antar perkotaan Jember ini diperbolehkan dengan alasan sebagai
berikut: adanya kerelaan diantara kedua belah pihak yang berakad, untuk
menciptakan keadilan dan meninggalkan unsur-unsur penganiyaan dalam
transaksi, termasuk dalam menentukan harga, mencegah terjadinya kesewenang-
wenangan dalam penentuan tarif angkutan umum oleh pemilik jasa kendaraan
terhadap penumpang dalam hal ini masyarakat sekaligus melindungi kepentingan
penyedia jasa agar harga yang di tawarkan konsumen tidak terlalu rendah
sehingga berakibat rugi bagi pemilik angkutan umum atau penyedia jasa. Dalam
penetapan tarif juga berdasakan dengan berbagai klasifikasi. Dalam hal ini
klasifikasinya terdiri dari kalangan pelajar dan kalangan umum.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Transportasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk perpindahan
manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan
menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan
dikendalikan oleh manusia. Transportasi dizaman yang modern ini sangat
penting dan sangat dibutuhkan oleh manusia, mereka (manusia) dituntut
untuk cepat tanggap dan tepat waktu agar tidak ketinggalan. Oleh sebab itu,
dengan adanya alat transportasi hal ini semakin memudahkan manusia dalam
melakukan aktifitasnya.

Indonesia memiliki berbagai macam alat transportasi dimana alat
tersebut bisa menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya.
Pentingnya sebuah transportasi bagi masyarakat Indonesia ini disebabkan
oleh beberapa faktor diantaranya, keadaan geografis Indonesia yang terdiri
dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar
laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui
darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.?

Dalam era modern seperti saat ini keberadaan transportasi umum
khususnya angkutan darat menjadi sangat penting bagi masyarakat umumnya
dan khususnya bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Angkutan

Umum menjadi salah satu angkutan pilihan mayoritas masyarakat untuk

2 Muhammad Abdul Kadir, Hukum Pengangkutan Niaga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 7.



bepergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Selain harga yang
terjangkau dibandingkan dengan angkutan darat lainnya, angkot (lin) juga
merupakan pilihan masyarakat dari kelas bawah hingga kelas atas. Selain itu,
sampai detik ini masih banyak masyarakat yang sangat tergantung dengan
angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya.

Kenyamanan dan kepuasan penumpang menjadi salah satu hal yang
paling penting untuk diperhatikan dalam pengangkutan. Oleh sebab itu,
dalam sebuah perusahaan penyedia jasa angkutan umum harus
memperhatikan pelayanannya pada angkutan umum tersebut. Salah satu
tindakan yang harus diperhatikan yaitu penetapan tarif pada angkutan umum.

Tarif angkutan umum adalah tarif yang dikenakan pada angkutan
umum. Besarnya tarif ditentukan oleh beberapa aspek, antara lain:
kepentingan konsumen selaku pengguna, produsen selaku operator pengguna
jasa, kemampuan dan kepentingan pemerintah. Sistem penetapan tarif adalah
cara pengenaan tarif pada penumpang. Cara yang dipakai akan memegang
peranan penting dalam pengolahan angkutan umum gar nilai tarif yang sudah
ditetapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pengguna dan dapat
menggerakkan lalu lintas dengan lancar. Secara umum, menjelaskan tarif
angkutan adalah suatu daftar yang memuat harga-harga untuk pemakai jasa
angkutan yang disusun secara teratur dan dihitung menurut kemampuan

angkutan.



Mengenai penjelasan tentang angkutan umum ini, telah disebutkan
dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi:®

Angkutan umum adalah perpindahan orang atau barang dari satu

tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu

lintas jalan. Angkutan merupakan sarana umum yang sering dipakai
masyarakat guna menunjang kegiatan sehari-hari, baik dalam
berdagang dan juga berangkat sekolah.

Dalam hal ini penetapan suatu tarif sangat perlu untuk
menyeimbangkan kepentingan baik produsen maupun konsumen. Suatu tarif
angkutan alangkah lebih baiknya diatur sedemikian rupa sehingga dapat
memberikan suatu profit keuntungan bagi penyedia jasa, akan tetapi
penetapan suatu tarif tersebut juga tidak boleh memberatkan pihak pemakai
jasa karena jika hal ini terjadi maka akan merusak lalu lintas perekonomian.*

Mengenai penetapan tarif angkutan umum ini, Jember juga
mengeluarkan suatu peraturan sebagai mana yang tertuang dalam Peraturan
Bupati No. 10 Tahun 2015 pasal 1, yang berbunyi:

Bahwa penyesuaian tarip angkutan umum berjalan efektif, transparan

dan akuntabel, dan telah menetapkan Tarip Angkutan Umum di

Kabupaten Jember.”

Dalam hukum islam pada bidang muamalat, penentuan tarif ini bisa
disebut dengan istilah ijarah. ljarah adalah pemjualan manfaat. Dalam ljarah
tidak hanya barang yang dapat menjadi objek, tetapi juga jasa. ljarah dalam

bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan

muamalat yang telah disyariatkan dalam Islam. Dasar hukum sewa menyewa

¥ UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2.

* Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 1995), 4.

> Peraturan Bupati Jember, No. 10 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Umum di Kabupaten
Jember, 3.



menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat Al-Qur’an,
hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ljma Ulama.®

Dalam bermuamalat tentu ada akad-akad yang harus dipenuhi. Proses
pemenuhan akad tersebut tidak bisa dilakukan sendiri, membutuhkan orang
lain karena dalam pemenuhan akad tidak cukup hanya satu pihak saja, namun
ada pihak kedua atau ketiga yang terlibat di dalam pemenuhan akad tersebut.
Setiap akad sangat penting dari sebuah transkasi. Hukum Islam meletakan
aturan rinci yang mengarah ke pembentukan akad.’

Untuk menciptakan terjadinya sifat ukhuwah islamiyah dalam
bermasyarakat, maka kita sebagai manusia harus memiliki perasaan untuk
saling membantu satu sama lain, saling memikirkan hak-hak orang lain agar
terhindar dari sifat egoistik sebagai warga negara dalam satu negara bahkan
agama pun memerintahkannya. Dengan demikian, akan memperoleh
ketentraman, kedamaian serta keserasian.® Hal tersebut, sebagaimana firman

Allah yang terdapat di surah Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

o
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Artinya: “....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

® Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),
2717.

” Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat....., 278.

8 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat....., 280.



pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah: 2).°

Untuk masalah pemberian upah saat ini semakin banyak cara yang
dilakukan khususnya oleh warga negara Indonesia ini. Salah satu contoh
sistem pembayaran upah yang ada pada saat ini yaitu membayar upah atas
jasa angkutan dengan menggunankan satu tarif. Artinya, pengguna
transportasi umum membayar upah dengan tarif yang sama dimana pun ia
akan berhenti. Sehingga jarak bukan lagi sebagai dasar perhitungan tarif yang
akan dikeluarkan oleh penumpang.

Jember merupakan salah satu kota pendidikan yang mana banyak
sekali masyarakat luar kota yang bermukim di kota Jember seperti halnya
mahasiswa yang setiap waktu membutuhkan alat transportasi untuk menuju
dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Sedangkan Jember sendiri
transportasi umum menjadi salah satu kebutuhan bagi kalangan masyarakat
dan mahasiswa. Adapaun mengenai sistem pembayaran upah atas jasa
angkutan disini menggunakan satu tarif, dalam artian baik dekat maupun jauh
lokasi yang dituju oleh penumpang pembayaran upah dengan tarif yang sama.
Hal ini sesuai dengan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti
bahwasanya pengguna jasa atau penumpang angkutan umum yang naik di
tempat yang sama namun tempat turunnya berbeda tetap dikenakan tarif yang

sama yaitu Rp. 5000, 00.%°

° Al-Qur’an, 5:2.
19 Observasi di kota Jember, 15 Mei 2021.



Dalam pemberian upah, tidak hanya dibutuhkan sebuah keadilan saja
melainkan juga harus sesuai dengan layak tidaknya, sesuai dengan kepatuhan
serta kesepadanan. Maksudnya upah yang diberikan harus sesuai dengan
pekerjaan yang dilakukannya, jika untuk angkutan umum harus sesuai dengan
jarak yang ditempuh. Dengan menggunakan satu tarif ini telah menimbulkan
berbagai macam pertanyaan yang berkaitan dengan hukum khususnya dalam
perspektif hukum islam. Dalam prinsip Islam untuk menentukan upah
haruslah upah yang sepadan atau layak. Sehingga, pemberlakuan sistem satu
tarif pada angkutan umum antar perkotaan di Jember dianggap sebagai tarif
yang tidak sepadan. Namun meskipun begitu, tidak banyak penumpang yang
komplain atas sistem pembayaran satu tarif pada jasa angkutan umum antar
perkotaan Jember ini.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti
permasalahan ini lebih lanjut mengenai sistem pembayaran jauh dekat satu
tarif. Maka penyusun memilih judul skripsi yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Jauh Dekat Satu Tarif
Pada Jasa Angkutan Dalam Kota Studi Kasus Angkutan Umum
Kabupaten Jember”.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada jasa

angkutan dalam Kota di Kabupaten Jember?



2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sistem pembayaran
jauh dekat satu tarif pada jasa angkutan dalam Kota di Kabupaten Jember?

Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian diantaranya sebagai
berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan sistem pembayaran jauh dekat satu tarif
pada jasa angkutan dalam Kota di Kabupaten Jember.

2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sistem
pembayaran jauh dekat satu tarif pada jasa angkutan dalam Kota di
Kabupaten Jember.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta
bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan memberi sumbangan
pemikiran terhadap perkembangan Hukum Ekonomi Syariah pada
umumnya dan memberikan informasi mengenai sistem pembayaran satu
tarif.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan bagi peneliti khususnya yang berkaitan dengan tinjauan



hukum Islam terhadap kebijakan penetapan jauh dekat satu tarif Pada
Jasa Angkutan Umum di Kabupaten Jember.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan
peneliti serta dapat melatih diri dan mengembangkan pemahaman dan
kemampuan befikir melalui peneliti-peneliti ilmiah tentunya dengan
menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama belajar di Fakultas
Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri
Jember.

b. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan
khususnya di bagian proposal IAIN Jember Fakultas Syariah dan dapat
di jadikan referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Para Pengemudi Angkutan Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran dan saran bagi para pengemudi angkutan umum kota Jember
dalam mengambil sebagai bahan penimbangan dalam pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan kebijakan penetapan jauh dekat satu

tarif pada jasa angkutan umum dalam kota di Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa
istilah yang kemungkinan akan masuk dalam pembahasan penelitian,

diantaranya sebagai berikut:



1. Hukum Islam Figih
Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan Wahyu Allah
dan Sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan
diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.**
Sehingga Hukum Islam adalah Syariat yang berarti hukum-hukum
yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi,
baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (agidah) maupun
hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliah (perbuatan).
2. Angkutan Perkotaan
Angkutan perkotaan adalah sebuah transportasi yang membawa
penumpang dari satu tempat menuju tempat yang lain dalam lingkup satu
kota.
3. Tarif
Tarif adalah harga atas jasa-jasa yang dihasilkannya yaitu harga
(uang) yang harus dibayarkan oleh pemakai jasa angkutan. Tarif angkutan
umum adalah biaya yang harus dibayar oleh penumpang pengguna jasa
angkutan umum.
F. Sistematika Pembahasan
Agar pembahasan ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan
agar lebih berarti susunannya, maka perlu memberikan gambaran sistematik

pembahasan, antara lain:

1 Syarifuddin, Amir.1999. Ushul Figh. PT Logos Wacana lImu Dan Kencana.Jilid 2. Hal. 14
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Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing,
pengesahan, motto, persembahan, abstrak, daftar isi, serta daftar tabel.

BAB |, pendahuluan merupakan pertanggung jawaban metodologis yang
terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II, kajian kepustakaan, pada bab ini akan dipaparkan penelitian
terdahulu dan kajian teori yang dijadikan sebagai pijakan dalam
melakukan penelitian. Kajian teori disini memaparkan tentang teoritis
yang terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem
Pembayaran Jauh Dekat Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Dalam Kota
Antar Kota Studi Kasus Angkutan Umum Kabupaten Jember. Bab ini
berfungsi untuk landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisis
data yang diperoleh.

BAB Il1, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian,
lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis
data, keabsahan data dan tahapan penelitian.

BAB 1V, berupa penyajian data dan analisis yang terdiri dari gambaran objek
penelitian, penyajian data dan analisis, pembahsan temuan.

BAB V, berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai acuan
dan data yang dihasilkan dalam penyusunan penelitian ini akan

dicantumkan kepustakaan dan lampiran-lampiran.



BAB 11
PEMBAHASAN
A. Penelitian Terdahulu

1. Hanan Darojat, Mahasiswa IAIN Purwokerto 2017, dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada
Jasa Layanan Angkutan Umum Perkotaan di Purwokerto”. Dalam skripsi
tersebut berisikan tentang sistem pembayaran satu tarif pada angkutan kota
di Purwokerto. Sistem pembayaran tersebut sudah diberlakukan sejak
pertama kali angkutan kota di Purwokerto beroperasi. Pemberlakuan
sistem satu tarif pada angkutan kota di Purwokerto bukanlah sopir sendiri
yang menentukan. Begitu pula bukan KOPATA (koperasi angkutan kota)
Purwokerto selaku yang menaungi semua angkutan kota di Purwokerto.
Yakni pemberlakuan sistem satu tarif pada angkutan kota di Purwokerto
berdasarkan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2014. Kopata hanya
memberikan usulan mengenai besaran tarif yang akan ditetapkan.
Meskipun begitu, pemberlakuan sistem tarif pada angkutan kota di
Purwokerto menimbulkan beberapa reaksi pada penumpang angkutan kota

di Purwokerto.*
Berdasarkan kajian terdahulu diatas, memiliki persamaan dan
perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya
yaitu terletak pada variabel tinjauan hukum islam terhadap sistem

pembayaran satu tarif pada jasa angkutan umum, sama-sama

2 Hanan Darojat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa
Layanan Angkutan Umum Perkotaan di Purwokerto (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

11
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menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada
penelitian ini lebih fokus meneliti tentang sistem pembayaran satu tarif
angkutan umum vyaitu angkot (lin), dan penelitian dilakukan di Jember
sedangkan pada penelitian terdahulu yaitu lebih fokus pada sistem
pembayaran satu tarif angkutan umum bus dan penelitian dilakukan di
Purwokerto.

. Anis Ariviatun Nisa, mahasiswa IAIN Purwokerto 2018, dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Bus Secara Tidak
Pasti Oleh Kondektur Bus Akdp Purwokerto-Pemalang Via Purbalingga”.
Dalam skripsi tersebut berisikan tentang pemberlakuan tarif di bus AKDP
Purwokerto-Pemalang via Purbalingga yang tidak pasti. Pemberlakuan
tarif bus Purwokerto-Pemalang via Purbalingga ini sebenarnya sudah ada
peraturan yang menentukan besar kecil yang harus dibayarkan oleh
penumpang Yaitu peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016,
akan tetapi yang terjadi dilapangan kondektur memberikan tarif sendiri
kepada penumpang dengan tarif yang berbeda-beda. Adapun alasan
kondektur memberikan tarif sendiri yaitu pertama, apabila tarif yang
ditetapkan sesuai dengan tarif Gubernur Jawa Tengah maka kondektur
akan mendapatkan sedikit upah yang didapat kedua, kadang kala
kondektur tidak mendapatkan upah sama sekali karena penumpang yang
semakin sedikit ketiga, banyaknya beban biaya dalam sehari yang harus

dikelurkan oleh kondektur keempat, terdapat persaingan antar kondektur
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juga salah satu alasan yang membuat kondektur memberikan tarif
sendiri."®

Berdasarkan kajian terdahulu diatas, memiliki persamaan dan
perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya
yaitu terletak pada variabel tinjauan hukum islam berkenaan dengan tarif
angkutan umum dan sama-sama menggunakan metode Kkualitatif.
Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini lebih fokus terhadap
sistem pembayaran satu tarif pada jasa angkutan umum dan penelitian
dilakukan di kota Jember sedangkan pada penelitian terdahulu yaitu
berkenaan dengan pemberlakuan tarif bus secara tidak pasti oleh
kondektur bus dan penelitian dilakukan di Purwokerto-Pemalang
Purbalingga.

3. Desi Rismiyati, mahasiswa IAIN Purwokerto 2020, dengan judul “Analisis
Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum Po. Efisiensi
Trayek Yogyakarta-Cilacap Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam skripsi
tersebut berisikan tentang Sistem Pembayaran satu tarif merupakan
pembayaran tarif yang dilakukan hanya satu besaran nominal. Penumpang
yang mengambil jarak tempuh jauh maupun jarak tempuh dekat dikenakan
tarif yang sama. Penumpang yang naik dari Yogyakarta tujuan Cilacap
ketika penumpang ingin turun di Purworejo maupun Kebumen maka
penumpang akan dikenakan tarif yang sama dengan penumpang dengan

tujuan akhir yakni Cilacap. Persamaan tarif ini tidak memandang jarak

Y Anis Ariviatun Nisa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Bus Secara Tidak
Pasti Oleh Kondektur Bus Akdp Purwokerto-Pemalang Via Purbalingga (Purwokerto: 1AIN
Purwokerto, 2018).
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tempuh yang diambil baik dekat maupun jauh dikenakan tarif yang sama.
Sistem Pembayaran satu tarif di PO. Efisiensi dengan besaran nominal Rp.
70.000 setiap sekali jalan untuk trayek Yogyakarta tujuan Cilacap. Latar
belakang PO Efisiensi menerapkan sistem jauh dekat satu tarif
dikarenakan perusahaan ingin memberikan pelayanan yang beda kepada
masyarakat. Dengan adanya hal tersebut masyarakat akan mendapat
pilihan terutama untuk penumpang bus pada jalur Yogyakarta-Cilacap.
Disisi lain PO Efisiensi berusaha meminimalisir gesekan-gesekan yang
terjadi di lapangan dalam hal perebutan penumpang antar PO bus lain yang
efek terbesarnya terjadi pada kru di lapangan contohnya sopir, agen,
kenek, maupun kondektur.*

Berdasarkan kajian terdahulu diatas, memiliki persamaan dan
perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya
yaitu terletak pada variabel sistem pembayaran satu tarif pada jasa
angkutan umum, sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan
perbedaanya dalam penelitian ini ditinjau dari hukum islam, tempat
penelitian di dilakukan pada angkutan umum angkot (lin) Kota Jember,
sedangkan pada penelitian terdahulu berdasarkan perspektif ekonomi islam
dan penelitian dilakukan pada angkutan bus jurusan Yogyakarta-Cilacap.

4. Fatma Amalia S, mahasiswa [AIN Salatiga 2020, dengan judul “Tinjauan
Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen

Terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Satu Tarif Jasa Angkutan Kota di

" Desi Rismiyati, Analisis Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum Po.
Efisiensi Trayek Yogyakarta-Cilacap Perspektif Ekonomi Islam (Purwokerto: IAIN Purwokerto,
2020).
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Kota Salatiga”. Dalam skripsi tersebut berisikan tentang sistem
pembayaran satu tarif jasa angkutan kota Salatiga, dalam penerapannya
sopir angkutan seringkali menarik tarif diatas yang telah ditentukan oleh
Pemerintah kota Salatiga yaitu sebesar Rp.2000 untuk pelajar dan Rp.3000
untuk umum. Hal ini karena tidak ada informasi yang jelas dan tetap
terkait besar tarif angkutan kota ini. Selain itu, kurangnya pengetahuan
masyarakat terkait besar tarif angkutan kota juga tidak adanya aduan dari
masyarakat terkait pelanggaran ini. Dinas perhubungan sebagai pengambil
kebijakan terkait tarif ini juga tidak dapat memberikan sanksi tegas jika
penumpang sebagai konsumen tidak melaporkan pelanggaran terkait tarif
angkutan kota yang dilakukan oleh sopir angkutan kota.™
Berdasarkan kajian terdahulu diatas, memiliki persamaan dan
perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya
yaitu terletak pada variabel sistem pembayaran satu tarif jasa angkutan
kota, sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaanya
dalam penelitian ini ditinjau dari hukum islam saja, tempat di kota Jember,
sedangkan pada penelitian terdahulu juga ditinjau dari UU No.8 Tahun
1999 dan tempat di kota Salatiga.
5. Ferina Annisa, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017,
dengan judul “Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan bagi
Mahasiswa di Kota Malang (Perspektif Peraturan Walikota No. 6 Tahun

2015 dan Magqasid Syari’ah)”. Dalam skripsi tersebut berisikan tentang

' Fatma Amalia S, Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tantang Perlindungan
Konsumen Terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Satu Tarif Jasa Angkutan Kota di Kota
Salatiga (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020).
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pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan bagi mahasiswa yang
diberlakukan oleh para supir, telah ditetapkan besar tarifnya dalam
peraturan walikota Malang, dalam penetapan tarif angkutan pemerintah
telah melakukan beberapa hal seperti melakukan perhitungan tarif sesuai
dengan pedoman dari Menteri Perhubungan yang dilakukan oleh Dinas
Perhubungan kota Malang, adanya tim lapangan dari staff ahli dilapangan,
jadi dalam penentuan tarif tidak begitu saja ditetapkan namun juga dengan
ketentuan yang telah ditentukan dari Dinas Perhubungan pusat. Dalam
pemberlakuannya supir angkutan menyamakan tarif mahasiswa dengan
tarif orang umum.®

Berdasarkan kajian terdahulu diatas, memiliki persamaan dan
perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya
yaitu terletak pada variabel tarif angkutan umum, sedangkan perbedaannya
yaitu dalam penelitian ini ditinjau dari hukum islam dan pada penelitian
terdahulu berdasarkan perspektif peraturan walikota No. 6 Tahun 2015 dan
Magqasid Syari’ah.

6. Kiky Rizky Ananda, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim 2016,
dengan judul “Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perdesaan Bagi
Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut Peraturan Daerah NO. 27 Tahun
2013 dan Maslahah Mursalah”. Dalam skripsi tersebut berisikan tentang
pemberlakuan tarif angkutan umum ini terdapat beragam faktor yang

menyebabkan pelaku usaha angkutan umum vyaitu supir angkutan

'® Ferina Annisa, Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan bagi Mahasiswa di Kota
Malang (Perspektif Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2015 dan Magqasid Syari’ah) (Malang: UIN
Maulana Malik Ibrahim, 2017).
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menentukan tarif liar yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang
ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang
No. 27 Tahun 2013 banyak penumpang yang dirugikan sepertihalnya
kerugian material dan non-material dalam menggunakan jasa angkutan
umum. Sedangkan jika ditinjau dari konsep Maslahah Mursalah tidak
disalahkan maupun dibenarkan karena melihat dari segi kemaslahatan
bersama dan sebab musabab melakukan pelanggaran terhadap penentuan
tarif liar tersebut.'’

Berdasarkan kajian terdahulu diatas, memiliki persamaan dan
perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya
yaitu terletak pada variabel tarif angkutan umum, sedangkan perbedaannya
yaitu dalam penelitian ini ditinjau dari hukum islam dan pada penelitian
terdahulu berdasarkan Peraturan Daerah NO. 27 Tahun 2013 dan Maslahah
Mursalah.

7. Mohammad Wasil, mahasiswa IAIN Jember 2015 dengan judul ‘Tinjauan
Hukum Islam terhadap Tradisi Ben Ghiben dalam Perkawinan di Desa
Suko Jember Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember”. Dalam skripsi
tersebut berisikan tentang tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan
tradisi Ben Ghiben bahwasanya boleh-boleh saja, karena bentuk

pelaksanaan yang dilakukan masyarakat esensinya mengacu pada dalil

Y Kiky Rizky Ananda, Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perdesaan Bagi Pengguna Jasa
Angkutan Umum Menurut Peraturan Daerah NO. 27 Tahun 2013 dan Maslahah Mursalah
(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).
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dalam Al-Qur’an dan Hadist. Sehingga tradisi Ben Ghiben bisa
dikategorikan kepada Urf Shohih.*®

Berdasarkan kajian terdahulu diatas, memiliki persamaan dan
perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya
yaitu terletak pada variabel Tinjauan Hukum Islam, sedangkan
perbedaannya yaitu dalam penelitian ini yaitu tentang tinjauan hukum
islam terhadap sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada jasa angkutan
dalam kota dan pada penelitian terdahulu tentang tinjauan hukum Islam

terhadap Tradisi Ben Ghiben dalam Perkawinan di Desa Suko Jember

Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan
No Namg_ Judul Persamaan Perbedaan
Peneliti

1 2 3 4 5
1 | Hanan Tinjauan Sama-sama Pada penelitian ini lebih
Darojat Hukum Islam mengkaji tentang fokus meneliti tentang
Terhadap tinjauan hukum sistem pembayaran satu
Sistem islam terhadap tarif angkutan umum
Pembayaran sistem pembayaran | yaitu angkot (lin), dan
Satu Tarif Pada | satu tarif pada jasa | penelitian dilakukan di
Jasa Layanan angkutan umum, Jember sedangkan pada
Angkutan sama-sama penelitian terdahulu
Umum menggunakan yaitu lebih fokus pada
Perkotaan di metode kualitatif. sistem pembayaran satu
Purwokerto tarif angkutan umum
bus dan  penelitian
dilakukan di

Purwokerto.
2 | Anis Tinjauan Sama-sama Pada penelitian ini lebih
Ariviatun Hukum Islam mengkaji tentang fokus terhadap sistem
Nisa Terhadap tinjauan hukum pembayaran satu tarif

'® Mohammad Wasil, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Ben Ghiben dalam Perkawinan di
Desa Suko Jember Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember (Jember, IAIN Jember, 2015).
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Pemberlakuan
Tarif Bus
Secara Tidak
Pasti Oleh
Kondektur Bus
Akdp
Purwokerto-
Pemalang Via
Purbalingga

islam berkenaan
dengan tarif
angkutan umum
dan sama-sama
menggunakan
metode kualitatif

pada jasa angkutan
umum dan penelitian
dilakukan i kota
Jember sedangkan pada
penelitian terdahulu
yaitu berkenaan dengan
pemberlakuan tarif bus
secara tidak pasti oleh
kondektur  bus  dan
penelitian dilakukan di
Purwokerto-Pemalang

Purbalingga.
Desi Analisis Sistem | Sama-sama Pada penelitian ini
Rismiyati Pembayaran mengkaji tentang ditinjau dari  hukum
Satu Tarif Pada | sistem pembayaran | islam, tempat penelitian
Jasa Angkutan | satu tarif padajasa |di  dilakukan  pada
Umum Po. angkutan umum, angkutan umum angkot
Efisiensi Trayek | sama-sama (lin)  Kota  Jember,
Yogyakarta- menggunakan sedangkan pada
Cilacap metode kualitatif penelitian terdahulu
Perspektif berdasarkan perspektif
Ekonomi Islam ekonomi islam dan
penelitian dilakukan
pada angkutan  bus
jurusan Yogyakarta-
Cilacap.
Fatma Tinjauan Sama-sama Pada  penelitian ini
Amalia S. | Hukum Islam mengkaji tentang ditinjau dari  hukum
dan UU No.8 sistem pembayaran | islam saja, tempat di
Tahun 1999 satu tarif jasa kota Jember, sedangkan
tantang angkutan kota, pada penelitian
Perlindungan sama-sama terdahulu juga ditinjau
Konsumen menggunakan dari UU No.8 Tahun
Terhadap metode kualitatif 1999 dan tempat di kota
Penerapan Salatiga.
Sistem
Pembayaran
Satu Tarif Jasa
Angkutan Kota
di Kota Salatiga
Ferina Pemberlakuan Persamaannya yaitu | Perbedaannya yaitu
Annisa Tarif Angkutan | terletak pada dalam  penelitian ini
Umum variabel tarif ditinjau  dari  hukum
Perkotaan bagi | angkutan umum islam dan pada
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Mahasiswa di penelitian terdahulu
Kota Malang berdasarkan perspektif
(Perspektif peraturan walikota No. 6
Peraturan Tahun 2015 dan
Walikota No. 6 Magqasid Syari’ah.
Tahun 2015 dan
Magasid
Syari’ah)
Kiky Rizky | Pemberlakuan Persamaannya yaitu | Perbedaannya yaitu
Ananda Tarif Angkutan | terletak pada dalam penelitian ini
Umum variabel tarif ditinjau dari  hukum
Perdesaan Bagi | angkutan umum islam dan pada
Pengguna Jasa penelitian terdahulu
Angkutan berdasarkan  Peraturan
Umum Menurut Daerah NO. 27 Tahun
Peraturan 2013 dan Maslahah
Daerah NO. 27 Mursalah.
Tahun 2013 dan
Maslahah
Mursalah
Mohammad Sama-sama perbedaannya yaitu
Wasil menenliti yang dalam  penelitian ini

ditinjau dari hokum
Islam

yaitu tentang tinjauan
hukum islam terhadap
sistem pembayaran jauh
dekat satu tarif pada jasa

angkutan dalam kota
dan pada penelitian
terdahulu tentang
tinjauan hukum Islam
terhadap Tradisi Ben
Ghiben dalam
Perkawinan di Desa

Suko Jember Kecamatan
Jelbuk Kabupaten
Jember.
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B. Kajian Teori
1. Konsep ljaroh
a. Pengertian ljaroh
ljarah Secara bahasa, al-ijaroh berasal dari kata al-arju yang
dalam bahasa Indonesia adalah ganti dan upah. Dalam kamus al

Munawwir juga dijelaskan bahwa kata ijarah diderivasikan dari bentuk

fi’il “ajara-ya’juru-ajran”. Ajran sendiri memiliki arti yang sama

dengan kata al-iwadh yang berarti ganti dan upah. Jadi, pada dasarnya
al-ijarah secara bahasa yaitu ganti dan upah.'® Pengertian ijarah
menurut istilah (terminologi) adalah suatu perjanjian dimana pihak
yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai
selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya
menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk
pemakaian benda itu pada waktu-waktu yang telah ditentukan.?

Beberapa ulama’ juga memberikan pandanganya mengenai
ijarah, seperti:

1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan akad ijarah sebagai sebuah akad
kemanfaatan dengan adanya kompensasi. Ketentuan ijarah sama
dalam ketentuan jual-beli.

2) Ulama Syafi’iyah mendefinisikan akad ijarah sebagai akad atas
kemanfaatan yang tertuju pada sesuatu yang mubah dan dapat

dipertukarkan dengan kompensasi yang umum diterapkan.

1% Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka, 1997), 9.
20 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta:Intermasa, 2002), 164.
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3) Ulama Malikiyah menjelaskan lebih lanjut bahwa akad ijarah adalah
pemindahan kepemilikan atas manfaat sesuatu yang mubah dengan
durasi waktu diketahui dan kompensasi yang sesuai.

4) Imam Tagiyuddin menjelaskan ijarah adalah akad untuk mengambil
manfaat suatu barang yang dikehendaki dan diketahui dengan
memungut imbalan (uang sewa) yang ditentukan.

Ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah-
mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang
menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.
Jumhur ulama’ fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat
dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah suatu
bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa
sebagai orang yang memberikan barang atau jasa yang dapat
dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan
penggantian atau tukar menukar yang telah ditentukan oleh syara’ tanpa
adanya perpindahan kepemilikan.

b. Dasar Hukum ljaroh
Dasar hukum ijarah adalah Alqur’an, Sunnah dan ijma’ ulama.

Adapun beberapa sumber hukum tersebut, diuraikan sebagai berikut:**

2! Rahmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 124.
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1) Al-Qur’an
Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada
Muhammad SAW. Dengan demikian, apabila bukan kalam Allah
dan tidak diturunkan kepada Muhammad SAW., tidak dinamakan
Al-Quran, seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Ketiga kitab tersebut
memang termasuk di antara kalam Allah, tetapi bukan diturunkan
kepada Muhammad SAW., sehingga tidak dapat disebut Al-

22

Qur’an.

a) Firman Allah SWT dalam Surat Al-Bagarah, ayat 233:
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Artinya: “...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang
lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu
memberikan  pembayaran menurut yang patut.
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah
kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka
kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

b) Firman Allah SWT dalam surat Al-Qashash ayat 26:
Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya

Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada
kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang

2 M. Noor Harisudin, Pengantar lImu Figih (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013), 56.
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kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang
kuat lagi dapat dipercaya”.

Ayat di atas menerangkan bahwa ljarah telah disyaratkan
oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak
yang diucapkan kepada ayahnya untuuk mengambil seseorang
untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati
sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima

oleh ayah tersebut.

¢) Firman Allah Swt. Dalam Surat Hud, ayat 85:

P

N L PR T 20 o /f,f A
lgus Ny Llall Tl JUsmddl lodsl ssany

o

D > o o~ £ - L E & .~

(20 oste 20 Y1 3 5250 N3 2ai A el

Artinya: “dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran

dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu

merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan

janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi
dengan membuat kerusakan”.

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa, ayat di atas
merupakan perintah berlaku adil. Pada ayat sebelumnya Quraish
Shihab menyebutkan dalam tafsirnya berlakulah adil terhadap
Allah SWT dengan mengesakan-Nya, dan dilanjutkan pada ayat
ini, yaitu perintah berlaku adil kepada manusia. Lanjut menurut
beliau perlunya menyempurnakan timbangan, dengan keuntungan

dari perniagaan yang telah diperoleh sudah cukup baginya,

daripada berbuat kecurangan.”®

2% Quraish Shihab, Tafsir Al Mishah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur"an Vol.V (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), 714.
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d) Firman Allah Swt. Dalam Surat At-Thalag, ayat 6 :
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Artinya:“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah
kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)
mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq)
itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika
mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka
berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)
dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

2) As-Sunnah
As-Sunnah adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW.
berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan
hukum.
a) Hadist Riwayat lIbn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw

bersabda:
e Jow O A3 330 2tV 1kt

Artinya: “Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering
keringatnya.

Dari hadis diatas Rasulullah saw menyampaikan bahwa

kita sebaiknya memberikan upah kepada pekerja sebelum
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keringat pekerja itu kering, maksudnya adalah lebih baik untuk
seseorang untuk menyegerakan memberi upah untuk pekerjanya
karena upah tersebut sangat diperlukan oleh pekerja tersebut.

b) Dari Riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id

al-Khudri, Nabi saw bersabda :
520 4l et o5 e

Artinya : Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah
upahnya.

Hadis diatas menjelaskan bahwa sebelum memperkerjakan
seorang pekerja hendaknya memberi tahu berapa upah yang akan
diberikan sebelum melakukan pekerjaan tersebut.

3) Ijma’ Ulama’

Para sahabat di masa Nabi Muhammad saw telah sepakat
bahwa ijarah diperbolehkan untuk kemaslahatan umat. Dan ijma’
ulama juga sudah sepakat mengenai hukum ijarah ini, meskipun ada
beberapa ulama yang membantah namun tidak ditanggapi karena
alasan yang dikemukakan terlalu lemah. Para ulama mensyariatkan
ijarah demi memberi keringanan kepada umat manusia sehingga
mempermudah dalam bermuamalah. ljarah ini akan meningkatkan
silaturahmi dan hubungan sosial antara si kaya dan si miskin, antara

si pemberi upah dengan yang memberi upah.**

2% Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 117.
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c. Rukun ljaroh

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga
itu terwujud karena adanya unsure-unsur tersebut yang membentuknya.
Misalnya, rumah terbentuk karena adanya unsur-unsur yang
membentuknya yaitu, pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan
seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu
itu disebut rukun.”

Menurut ulama’ Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qobul,
antara lain dengan menggunakan kalimat: al-ijarah, al-istijar, al-
iktira’ dan al-ikra. Adapun menurut jumhur ulama’, rukun ijarah ada 4
yaitu:

1) ‘Aqid (orang yang berakad) adalah orang yang melakukan
perjanjian/transaksi, dimana orang yang menyewakan atau
memberikan upah disebut mu’jir, dan orang yang menerima upah
atau sesuatu disebut musta’j ir.2
Menurut Hanafiyah, orang yang melakukan akad disyaratkan
berkemampuan yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan
baik ataupun buruk, serta tidak disyariatkan harus baligh dengan
ketentuan diizinkan walinya.”’ Ulama Hambali dan Syafi’iyah

mensyaratkan baligh, menurut mereka akad anak kecil sekalipun

2% samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Figh Muamalat
(Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2010), 95.

%6 Rahmat Syafe’i, Figih Muamalah...., 125.

2" Rahmat Syafe’i, Figih Muamalah...., 125.
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sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.?® Dengan demikian,
syarat terjadinya akad yaitu: baligh, berakal, cakap melakukan
tasharuf (mengendalikan harta) dan kerelaan kedua belah pihak yang
berakad. Dalam hal kerelaan kedua belah pihak, perintah dari nash
Al-Qur’an yang terdapat di surat An-Nisa ayat 29-30:

Ayat ini memberikan syarat boleh dilakukan transaksi muamalah
jika, transaksi tersebut saling rela kedua belah pihak, dan tidak boleh
menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak yang lain. syarat
kedua dari kata janganlah membunuh diri-diri kamu, menurut ahli-
ahli tafsir pengertian yang sesuai dengan proporsinya Vyaitu, arti
pertama, satu sama lain tidak boleh saling membunuh, dan arti
kedua, tidak boleh membunuh diri sendiri dengan tangan sendiri.
Dengan demikian, ayat ini memberikan pengertian bahwa setiap
orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri
sendiri (vested interest).

2) Sigat adalah ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab
dan gabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah
seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam
mengadakan akad ljarah.

3) Ujrah (upah) adalah memberi imbalan sebagai bayaran kepada

seseorang Yyang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu

%8 Sabiq, Figih Sunah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 205.
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pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang
telah disepakati bersama.

4) Barang yang disewakan adalah sesuatu yang dikerjakan dalam upah-
mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa
syarat sebagai berikut: (a) Barang yang digunakan dapat
dimanfaatkan; (b) Barang yang disewakan dapat diserahkan bentuk
barangnya; (c) Menyewakan manfaat barang adalah mubah atau
boleh, bukan suatu hal yang haram; (d) Benda yang disewakan
bersifat kekal hingga waktu yang ditentukan.”

d. Syarat ljaroh
Supaya transaksi ijarah itu bisa dianggap sah, maka ada
beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi.

Syarat-syarat tersebut meliputi:*°

1) Kedua belah pihak yang berakad. Menurut Ulama’ Syafi’iyah dan
Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal.

2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya
melakukan akad ijarah.

3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak
muncul perselisihan dikemudian hari.

4) Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan
tidak ada cacat.

5) Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’.

2° Rahmat Syafe’i, Figih Muamalah...., 126.
%0 Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 217.



30

6) Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya
menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau
menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan penyewa.

7) Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti,
rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.

8) Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang
memiliki nilai ekonomis.

e. Macam-macam ljarah

ljarah ada dua macam, yaitu:

1) ljarah atas manfaat, yang disebut juga dengan sewa-menyewa.
Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari
suatu benda. Manurut Hanafiyah dan malikiyah, ketetapan hukum
akad ijaarah berlaku sedikit atau setahap demi setahap, sesuai
dengan timbulnya objek akad yaitu mnfaat, hal itu karena manfaat
dari suatu benda yang disewakan tidak bias terpenihi sekaligus, akan
tetapi sedikit demi sedukit. Akan tetapi, menurut Syafiiyah dan
Hanabilah ketetapan hukum akad ljarah itu berlaku secara kontan
sehingga masa sewa dianggap seolaholah benda yang tampak®

2) ljarah atas pekerjaan (jasa), disebut juga dengan upah mengupah.
Dalam ljarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau
pekerjaan seseorang. ljarah atas pekerjaan atau upah mengupah

adalah salah satu akad ljarah untuk melakukan suatu perbuatan

31 Wahbah Al-Juhaili, Al-Figih Al-Islami wa adilatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), 329.
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tertentu, misalnya membangun rumah, menjahit pakaian. Orang yang
melakukan pekerjaan tersebut musta’jir atau tenaga kerja.32
2. Konsep Tarif Jasa Angkutan Umum
a. Pengertian Angkutan Umum

Pengertian angkutan bersal dari kata ‘“angkut” yang berarti
mengangkat atau membawa, memuat dan membawa atau mengirim.
Mengangkut berarti mengangkat dan membawa, memuat, membawa
atau mengirim. Pengangkutan berarti pengangkatan atau pembawaan
barang atau orang, pemuatan barang dan pengiriman barang atau orang,
barang atau orang yang diangkut.*®

Bila dirumuskan dalam suatu kalimat yang dimaksud dengan
Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari
satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan
(kendaraan).®*

Angkutan umum dikenal sebagai transportasi publik atau
transportasi massal. Angkutan umum melayani jasa angkutan
penumpang oleh sistem perjalanan kelompok untuk masyarakat umum,
beroperasi sesuai rute yang sudah ditentukan dan dikenakan biaya untuk
setiap perjalanan yang sedang ditempuh. Angkutan perkotaan
merupakan bentuk pelayanan antarkota yang wilayahnya berada dua

daerah kota raya, sedangkan angkutan kota adalah bentuk angkutan

%2 Wahbah Al-Juhaili, Al-Figih Al-Islami wa adilatuhu, 417.

%% H.K. Martono, dan Eka Budi Tjahjono, Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 5.

% H.K. Martono, dan Eka Budi Tjahjono, Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008...., 6.



32

yang melayani di dalam wilayah administrasi kota. Pengertian
mengenai angkutan umum juga diatur dalam Undang-Undang nomor 22
Tahun 2009 yang dijelaskan bahwa Negara bertanggung jawab atas lalu
lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh
pemerintah.

Angkutan memiliki suatu trayek yang lebih dari satu lintasan
tergantung pada jaringan prasarana atau jalan yang menghubungkan
asal dan tujuan trayek tersebut. Apabila lintasan yang dilalui hanya
satu, maka semua lalu lintas menjadi beban lintasan tunggal tersebut.
Pada kenyataanya hampir selalu didapati lebih dari satu kemungkinan
lintasan yang menghubungkan antara zona satu dengan zona lainnya.
Dalam hal ini diperlukan sebuah kajian lintasan, agar lintasan yang
akan dilalui angkutan umum menjadi seimbang dan tidak hanya
dibebankan pada satu ruas jalan saja.

Angkutan umum harus dikelola dengan baik dan direncanakan
sebaik-baiknya sesuai permintaan pelayanan angkutan umum yang
cenderung tinggi. Masyarakat perlu dilibatkan karena aspirasi mereka
yang diperlukan sehingga tercipta suasana yang kondusif, sehingga
masyarakat akan lebih memilih menggunakan angkutan umum

dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi.35

% Swardjoko P. Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (Bandung:1TB, 2002), 3-
4,
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b. Tujuan Angkutan Umum

Angkutan bertujuan untuk membantu memindahkan barang dan
atau orang dari satu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien.
Efektif karena perpindahan barang dan atau orang dapat dilakukan
sekaligus atau dalam jumlah yang banyak.sedangkan efisien karena
dengan pengangkutan perpindahan itu menjadi relative singkat atau
cepat dalam ukuran jarak dan waktu dari tempat awal ke tempat tujuan.

Selain itu, Tujuan pelayanan angkutan umum adalah
memberikan pelayanan yang nyaman, tepat waktu, aman dan murah
pada masyarakat yang mobilitasnya semakin meningkat, terutama bagi
para pekerja ketika dalam menjalankan kegiatanya. Keberadaan
angkutan umum sangat membantu manajemen lalu lintas dan angkutan
jalan karena tingginya tingkat efisiensi yang dimiliki sarana tersebut
dalam penggunaan prasarana jalan.

Di sini ada unsur komersial yang harus diperhatikan,
pengetahuan akan biaya, kecepatan, dan ketepatan prakiraan,
pengetahuan akan pasar dan pemasaran akan sangat membantu dalam
menawarkan pilihan pelayanan. Dengan demikian ada tawaran pilihan
moda atau pencaran moda (modal split) angkutan, sehingga ada
pengisihan kapasitas pada berbagai moda. Teknik pengoperasian
angkutan umum dan praktek komersialisasi sangat bergantung pada
moda angkutan dan lingkungan. Meskipun demikian, pada hakekatnya

tetap sama yakni operator harus memahami pola kebutuhan masyarakat
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dan harus mampu mengarahkan kesediaan untuk memenuhi kebutuhan
secara ekonomis.*
c. Jenis-Jenis Angkutan Umum
Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor
umum dalam trayek terdiri dari :*

1) Angkutan lintas batas Negara. Yang dimaksud dengan angkutan
lintas batas Negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain
meliwati lintas batas Negara dengan menggunakan mobil bus umum
yang terikat dalam trayek.

2) Angkutan antarkota antarprovinsi. Yang dimaksud dengan angkutan
antarkota antarprovinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain
yang melalui daerah kabupaten/kota yang melewati satu daerah
provinsi yang terikat dalam trayek.

3) Angkutan antarkota dalam provinsi. Yang dimaksud dengan
angkutan antarkota dalam provinsi adalah angkutan dari satu kota ke
kota lain antardaerah kabupaten/kota dalam satu daerah provnsi yang
terikat dalam trayek.

4) Angkutan perkotaan. Yang dimaksud dengan angkutan perkotaan
adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan
perkotaan yang terikat dalam trayek. Kawasan perkotaan yang
dimaksud berupa: (a) kota sebagai daerah otonom (b) bagian daerah

kabupaten yang memiliki ciri perkotaan (c) kawasan yang berada

% swardjoko P. Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan..., 6.
%" swardjoko P. Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan...., 8.
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dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung
dan memiliki ciri perkotaan.

5) Angkutan perdesaan. Yang dimaksud dengan angkutan perdesaan
adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah
kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan
perkotaan.

. Peranan Angkutan Umum

Angkutan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis
dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan
maupun pertahanan dan keamanan Negara. Sistem pengangkutan harus
ditata dan terus menerus disempurnakan untuk menjamin mobilitas
orang maupun barang dalam rangka menjamin Kkesejahteraan
masyarakat. Di samping itu, dalam upaya menunjang pengemebangan
wilayah dan memeratakan hasil-hasil pembangunan wilayah dan
memeratakan hasil-hasil pembangunan, perangkutan dapat berperan
sebagai penunjang (pelayan), pemacu (pendorong) sekaligus pemicu
(penggerak) perkembangan.

Angkutan menyandang peran sebagai penunjang dan pemacu
bila angkutan dipandang dari sisi melayani dan meningkatkan
pembangunan. Selain itu, angkutan juga melayani dan mendorong
berbagai kebutuhan lain, disini angkutan menyandang unsusr produksi,
karena keberadaan angkutan memang dibutuhkan. Disisi lain, peran

sebagai pemicu disandang bila angkutan dipandang sebagai pembangkit
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perkembangan. Dalam hal ini keberadaan perangkutan adalah pelopor
atau perintis atau prasyarat terjadinya perkembangan dan pertumbuhan
wilayah. Mengingat perangkutan menguasai hajat hidup orang banyak
serta sangat penting bagi seluruh masyarakat.
1) Peran angkutan dalam pengembangan wilayah
2) Peran angkutan bagi mobilitas barang
3) Peran angkutan bagi mobilitas orang
4) Peran angkutan dalam politik, pertahanan dan keamanan®

e. Tarif Angkutan Umum

Tarif adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh
pengguna jasa baik melalui mekanisme perjanjian sewa menyewa,
tawar menawar, maupun ketetapan pemerintah. Harga jasa angkutan
yang ditentukan mengikuti sistem tarif, berlaku secara umum dan tidak
ada ketentuan lain yang mengikat perusahaan angkutan dan pemilik
barang atau penumpang kecuali apa yang sudah diatur dalam buku
tarif.*

Menurut departemen perhubungan, tarif adalah besarnya biaya
yang dikenakan pada setiap penumpang kendaraan angkutan umum
yang dinyatakan dalam rupiah. Penetapan tarif dimaksudkan untuk
mendorong terciptanya penggunaan sarana dan prasarana pengangkutan
secara optimal dengan mempertimbangkan lintasan yang bersangkutan.

Guna melindungi konsumen, pemerintah menetapkan batas tarif

%8 Swardjoko P. Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan..., 14.
% swardjoko P. Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan..., 149.
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maksimum, dan bila dianggap perlu untuk menjaga persaingan sehat,
pemerintah juga menetapkan tarif minimum. Sementara itu tarif harus
ditetapkan sedmikian rupa sehingga masih memberi keuntungan wajar
kepada pihak pengusaha angkutan umum dan dapat diterima konsumen.
Mengingat pentingnya masalah tarif, maka perananan
pemerintah dalam pengaturan tarif biasanya besar pula. Pemerintah
tidak membiarkan pembentukan tarif melalui persaingan diantara
perusahaan-perusahaan karena adanya kehawatiran timbulnya gejala
yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyrakat. Dalam penentuan
tarif, pemerintah daerah bersama dengan dinas perhubungan tidak bisa
sembarangan dalam menentukannya, melainkan harus mengacu pada
biaya oprasional kendaraan, yang meliputi:*°
1) Biaya Tetap
a) Upah mengemudi
Upah pengemudi didapat dari sisa pendapatan setiap hari
setelah dikurangi setoran, biaya pemakaian bahan bakar dan biaya
retribusi.
b) Biaya administrasi
Biaya administrasi terdiri dari biaya PKB, KIR, ijin usaha,

ijin trayek. Besarnya berbeda-beda untuk kendaraan.

*0 Cristian Yosua Palilingan, et. al, Analisa Karakteristik Moda Transportasi Angkutan Umum
Rute Manado Tomohon dengan Metode Analisa Biyaya Oprasional Kendaraan, Jurnal Sipil Statik,
Vol 1, No.8, (Juli 2013), 589.
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c) Biaya PKB (pajak kendaraan bermotor)
Biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak kendaraan
bermotor.
d) Biaya KIR
Biaya yang dikeluarkan untuk memeriksa kendaraan
secara teknis dapat layak atau tidak beroprasi di jalan raya.
e) Biaya ijin usaha
Biaya yang digunakan untuk memperoeh ijin penggunaan
kendaraan angkutan umum.
f) Biaya retribusi
Biaya yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah setiap
kali angkutan umum memasuki terminal.
g) Keuntungan
Biaya ini adalah keuntungan bagi pemilik kendaraan.

Biaya ini ditetapkan 10% pertahun dari harga kendaraan.

2) Biaya Variabel

Meliputi biaya bahan bakar seperti, biyaya minyak pelumas
seperti oli mesin, oli tansmisi, oli gardan, minyak rem,gemuk/vet.
Biaya pemakaian suku cadang, serta pemeliharaan seperti servis dan

overhaul.
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3) Biaya Kepemilikan Aset
4) Biaya Depresiasi*
f. Macam-Macam Tarif Angkutan
Tarif angkutan dapat dikategorikan sebagai berikut :

1) Tarif menurut kelas (class rate) berlaku khusus untuk muatan dan
penumpang.

2) Tarif pengecualian, merupakan tarif yang lebih rendah dari class rate

3) Tarif perjanjian/kontrak, berlaku untuk angkutan jalan dan angkutan
laut dan juga berlaku moda angkutan lainnya (angkutan udara untuk
pipa).

Sedangkan tarif yang belaku dapat dikelompokkan sebagai
berikut :

1) Tarif Menurut Trayek, adalah angkutan berdasarkan atas
pemanfaatan operasional dari moda transportasi yang dioperasikan
dengan perhitungan jarak yang dijalani oleh moda transportasi.

2) Tarif Lokal, adalah tarif yang berlaku dalam satu daerah tertentu

3) Tarif Deferensial, adalah tarif angkutan dimana terdapat perbedaan
tinggi tarif menurut jarak, berat muatan, kecepatan atau sifat khusus
dari muatan yang diangkut.

4) Tarif Peti Kemas, adalah tarif yang diberlakukan unkuran kotak

yang diangkut dari asal pengiriman ke temppat tujuan barang.

1 Cristian Yosua Palilingan, et. al, Analisa Karakteristik Moda Transportasi Angkutan Umum
Rute Manado Tomohon dengan Metode Analisa Biyaya Oprasional Kendaraan..., 591.



40

g. Struktur Tarif

Di dalam menangani kebijaksanaan tarif, tujuan apapun yang
dibuat, pada akhirnya akan diambil keputusan yang mempertimbangkan
dua hal. Pertama, Tingkat tarif merupakan besarnya tarif yang
dikenakan dan mempunyai rentang dari tarif bebas/gratis sama sekali
sampai pada tingkatan tarif yang dikenakan akan menghasilkan
keuntungan pada pelayanan. Kedua, mempertimbangkan struktur tarif
yang merupakan cara bagaimana tarif tersebut dibayarkan.

Ada beberapa pilihan yang digunakan dalam penetapan tarif
angkutan, diantaranya adalah :

1) Tarif Saragam (Flat Fare), dimana dalam struktur tarif seragam
dikenakan tanpa memeperhatikan jarak yang dilalui. Struktur tarif
seragam ini bermanfaat apabila diterapkan pada daerah yang
kawasan pemukimannya sebagian besar terletak melingkar
mengelilingi pusat kota, kemudahan dalam pengumpulan ongkosnya
di dalam kendaraan. Selain itu struktur ini memungkinkan transaksi
yang cepat dan secara umum penampilan tarifnya sederhana.
Namun, di satu pihak merugikan penumpang yang melakukan
perjalanan pendek karena tarifnya akan sama dengan tarif yang
dikeluarkan olen penumpang yang melakukan perjalanan

panjang/jauh.



41

2) Tarif Berdasarkan Jarak (Distance-based-fare) ada beberapa macam
struktur tarif berdasarkan jarak, yaitu:
1) Tarif Kilometer
Struktur tarif ini sangat bergantung dengan jarak yang
ditempuh, yaitu penetapan besarnya tarif dilakukan pengalian
ongkos tetap per-kilometer dengan panjang perjalanan yang
ditempuh oleh setiap penumpangnya. Tarif kilometer ini cocok
untuk pengangkutan perkotaan hanya di bawah keadaan-keadaan
tertentu dan sekarang ini struktur ini tidak banyak digunakan.
2) Tarif Bertahap
Struktur tarif ini dihitung berdasarkan jarak yang
ditempuh oleh penumpang. Tahapan adalah suatu penggal dari
rute yang jaraknya antara satu atau lebih tempat pemberhentian
sebagai dasar perhitungan tarif.tarif baertahap mencerminkan
usaha penggabungan secara wajar keinginan penumpang dan
pertimbanganbiaya yang dikeluarkan perusahaan dengan waktu
untuk mengumpulkanongkos.
3) Tarif Zona
Tarif ini merupakan bentuk penyedehanaan dari tarif
bertahap jika daerah pelayanan berangkutan dibagi dalam zona-
zona. Daerah pelayanan perangkutan juga dapat dibagi ke dala
zona-zona berdekatan. Jika terdapat jalan melintang dan

melingkar, panjang jalan ini harus dibatasi dengan membagi
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zona-zona kedalam sektor-sektor. Tarif zona memiliki kerugian
bagi penumpang yang melakukan suatu perjalanan jarak pendek
di dalam dua zona yang berdekatan, mereka harus membayar
ongkos untuk dua zona. Kerugia ini dapat diimbangi dengan
memberlakukan zona tumpang tindih atau skala tarif yang dapat
di pakai untuk dua zona.
3. Al Tas’ir Al Jabari
a. Pengertian A/ Tas’ir Al Jabari

Dalam figih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu

barang, yaitu as saman dan as-sir. “As-Saman” adalah harga satuan

barang atau nilai sesuatu. Sementara “As-si’r” adalah harga yang

ditentukan untuk barang dagangan. Kata as-si’ru ini digunakan dipasar

untuk menyebut harga (dipasar).

1) Menurut imam Tagiyuddin An-Nabhani :

Tas’ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa
saja yang mengatur urusan kaum muslimim kepada pelaku pasar
agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan
harga tertentu , dan mereka dialarang menambah atas harga itu agar
mereka tidak melonjakan harga, atau mengurangi dari harga itu agar
mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang
menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan

masyarakat.
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2) Menurut ulama Madzhab Hambali
Mendefinisikan al tas’ir al jabari dengan uapaya pemerintah
dalam menetapkan harga suatu komoditas, serta memberlakukannya
dalam transaksi jual beli warganya.*
3) Menurut Sayyid Sabig
Tas’ir berarti menetapkan harga tertentu untuk barang
dagangan yang dijual selama tidak ada kezaliman penguasa dan tidak
pula terhadap kezaliman pembeli.
4) Menurut ibnu Taimiyah
Mengemukakan tas’ir dengan keadaan yang mewajibkan para
pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga pasaran, yaitu
keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang
dagangannya dengan harga mitsli (harga pasar). Hakikat tas’ir adalah
keharusan para pedagang agar tidak menjual dan tidak memberi
kecuali dengan harga mitsli (dengan harga pasar).
b. Dasar hukum Al-Tas"ir Al Jabari
Hadis Rasullulah yang berkaitan dengan dengan penetapan
harga adalah sebuah riwayat dari Anas Bin Malik yang artinya sebagai
berikut:
Artinya: Muhamad bin Basysyar, menceritakan kepada kami
Hajjaj bin Minhal, mencritakan pada kami Hammad bin
Salamah, mencritakan pada Qatadah, Tsabit dan
Mumaid dari Anas Ra ia berkata :” pada zaman

Rasulullah terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu
sekelompok orang menghadap Rasulullah SAW seraya

2 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam ( Jakarta: PT Intrasama , 1997), 1803.
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mereka berkata: ,,ya Rasulullah, harga-harga dipasar
melonjak tinggi, tolonglah tetapkan harga tersebut.”
Rasulullah SAW menjawab: sesungguhnya Allah lah
yang berhak menetapkan harga, dan menurunkannya,
melapangkan dan memberi rezeki. Janganlah seseorang
diantara kalian menuntut saya untuk berlaku lalim
dalam soal harta dan nyawa. (Sunan Tirmidzi, nomor
hadist 1312, Sunan Abu Daud, hadist nomor hadist
3447, Sunan lbnu Majah nomor hadist 2200, Musnad
Ahmad juz 3 nomor hadist 286, Al Mu“jam As-Saghir
At Tabrani juz 2 nomor hadist 7).

Berdasarkan hadis di atas Ulama figih menyatakan kenaikan
harga yang terjadi di zaman Rasulullah tersebut adalah bukan tindakan
sewenang-wenang dari para pedagang, tapi karena memang komoditas
yang ada dipasar terbatas, maka wajar harag barang tersebut naik.

Menurut Yusuf Qardawi hadis diatas pada dasarnya menegaskan
bahwa harga ditentukan oleh pasar, membiarkan harga berlaku menurut
alamiyah, tanpa campur tangan dari pihak mana pun. Misal penjual
menjual dagangannya dengan baik dan tidak mengandung kazaliman,
namun harga naik karena banyaknya orang yang meminta barang
terebut. Namun jika berbagai faktor yang tidak alamiyah terjadi di
pasar, misalnya monopoli sehingga masyarakat sangat memerlukan
barang tertentu, namun pedagang tidak mau menjualnya kecuali dengan
harga yang tinggi, maka diperlukan interversi terhadap pasar. Oleh
sebab itu dalam keadaan demikian Rasulullah tidak campur tangan
membatasi harga komoditas di pasar tersebut jika harga yang berlaku

dipasaran bersifat alamiyah, karena tindakan tersebut bersifat lalim bagi

pedagang.
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c. Pandangan Fuqoha’ terhadap A/ Tas'ir Al Jabari
Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah hukum tas’ir.
Jumhur ulama’ dari ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah,
Seperti Ibnu Qudamah, Ulama Muta’akhirin seperti Imam Syaukani dan
Imam An-Nabani mengharamkan secara mutlak penetapan harga oleh
pemerintah (fas’ir). mereka mendasarkan ini pada Q.S An-Nisa’ ayat

29:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Menurut jumhur ulama, tas’ir bertentangan dengan nash-nash
yang terdapat didalam Al-Qur’an dan hadis. Sebab tas’ir bermakna
pemaksaan atas penjual dan atau pembeli untuk berjual beli harga
tertentu. Ini melanggar kepemilikan seseorang karena kepemilikan itu
bermakna memiliki kekuasaan atas harta miliknya. Karena itu ia berhak
menjual dengan harga yang ia sukai. Pematokan harga tertentu akan
menghalangi atau merampas sebagian kekuasaan seseorang atas

hartanya. Sesuia dengan keterangan nash di atas, hal itu tidak boleh

terjadi.
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Ibn Qudamah Al Maqdisi menyatakan pemerintah tidak
memiliki kewenangan untuk mengtur harga, masyarakat boleh menjual
barang-barang mereka dengan harga yang mereka sukai. Menurut
ulama Mazhab Hambali ini, ada dua alasan tidak diperkeanankannya
pemerintah menetapkan harga. Pertama, Rasulullah tidak pernah
nenetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Kedua,
menetapkan harga adalah suatu kezaliman. Jual beli melibatkan hak
milik seseorang, didalamnya ia memiliki hak untuk menjual pada harga
berapapun sesuai dengan kesepakatannya dengan pembeli.*?

Sayyid Sabiq juga mengatakan terlarang melakukan tas®“ir
berdasarkan ketentuan hadis riwayat Anas Bin Malik di atas.
Menurutnya berdasarkan hadis ini para ulama nenetapkan haram
hukumnya menetapkan tas“ir karena hal ini dikawatirkan
mendatangkan kezaliman. Sementara manusia bebas melakukan
transaksi terhadap hartanya.

Yahya bin Umar yang merupakan salah satu Fugoha Mazhab
Maliki berpendapat bahwa al-tas“ir (penetapan harga) tidak boleh
dilakukan beliau berhujjah dengan berbagai hadis Nabi Muahamad
SAW tentang larangan tas“ir. Yahya bin Umar melarang kebijakan
penetapan harga jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata
hasil interaksi hasil perintaan dan penawaran yang alami tanpa capur

tangan manusia. Maka dalam hal ini pemerintah tidak mempunyai hak

3 Abdul Azhim Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah, Terj. A.Anshari Thayib (Jakarta: Pt. Bina
llmu, 1997), 111-112.
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untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan

harga diakibatkan oleh ulah manusia. Pemerintah, sebagai institusi

formal yang memikul tang- gung jawab menciptakan kesejahteraan
umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas
yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas.**

Yahya menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan
intervensi, kecuali dalam dua hal, yaitu:

1) Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan yang
sangat diburuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan
kemudhorotan dan merusak meanisme pasar.

2) Para pedagang melakukan praktik siyasah al-ighrag atau banting
harga (dumping) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak
sehat serta dapat mngecaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini,
pemerintah berhak memerintahkan para pedagang untuk menaikan
kembali harganya sesuai yang berlaku harga di pasar. Apabila
mereka menolak hal tersebut pemerintah boleh menolaknya,
pemerintah berhak mengusir pedagang tersebut dari pasar. Hal ini
pernah dipraktikan oleh Umar Ibn Al- Khattab ketika seorang
pedagang kismis menual barang dagangannya dibawah harga pasar.

Pernyataan Yahya bin Umar diatas jelas mengindikasiakan
bahwa hukum asal intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru

dapat dilakukan jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini

** Qusthoniah, Tas"ir Al Jabari (Penetapan Harga Oleh Pemerintah Oleh Negara) Dalam Koridor
Figih Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi, Jurnal Syariah, Keislaman, Dan Peradaban,
Vol.2. No.2. (Oktober 2014), h. 94.
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sesuai dengan tugas yang dibebankan pada pemerintah dalam
mewujudkan keadilan sosial dalam segala aspek masyarakat. Yahya bin
Umar menambahkan bahwa mekanisme pasar itu harus tunduk pada
kaidah-kaidah. Diantara kaidah itu adalah pemerintah berhak
melakukan intervensi jika terjadi sewenang-wenagan dalam pasar yang
dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Ulama’ kontemporer Yusuf
Qardhawi, menurut beliau penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada
yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang dzalim, itu yang di
haramkan, dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan. Jika penentuan
harga di lakukan dengan menjual barang dengan harga yang tidak
mereka ridhai, maka tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika
penentuan harga menimbulkan keadilan bagi seluruh masyarakat,
seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual diatas harga
resmi, maka hal ini dibolehkan dan wajib diterapkan. Dengan demikian,
penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang
sesuai demi tegaknya kedilan sebagai mana yang diminta Allah.*

Mayoritas ulama Malikiyah membolehkan tas’ir pemerintah
boleh (bahkan wajib) menetapkan harga jika terjadi kenaikan harga
meskipun barang mencukupi. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa
dalam syariat Islam, pemerintah diberi wewenang untuk mengatur

kehidupan masyarakat untuk kemaslahatan bersama. Meski demikian

*® yusuf Qardhawi, Etika Norma dan Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani, 1997), 257.
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pemerintah dalam menetapkan harga harus berpegang pada syarat-

syarat. Sebagaimana menurut ulama’ figh, Syarat-syarat penentuan

harga sebagai berikut;*°

1) Komoditi atau jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat
banyak.

2) Terbukti bahwa pedagang atau pemilik jasa melakukan kesewenang-
wenangan dalam menentukan harga komoditi atau jasa dagangan
mereka.

3) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan
menunjuk para pakar ekonomi.

4) Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih  dahulu
mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.

5) Ada pengawasan berkesinambungan dari pihak penguasa dalam hal

ini pemerintah terhadap pasar.

“ Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 145.
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METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan
data dari informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti.*” Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang di kerjakan peneliti
dari awal sampai akhir. Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara
ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah
artinya kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu secara
rasional, empiris, dan sistematis. Sehingga penelitian ini menggunakan
pendekatan normatif empiris.
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian
deskriptif analisis merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat
diamati. Denifini tersebut lebih menekankan pada jenis data yang
dikumpulkan dalam penelitian yakni data diskriptif analisis. Dengan kata lain
penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan
berupaya menggali makna dari suatu fenomena.
Pendekatan deskriptif analisis dipilih karena penenlitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sistem pembayaran jauh dekat

satu tarif pada jasa angkutan umum antar perkotaan Kabupaten Jember, untuk

*" Deni Darmawan, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung PT. Rosdakarya, 2014), 127.
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mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan penetapan jauh dekat
satu tarif pada jasa angkutan umum antar perkotaan Kabupaten Jember.

Sedangkan jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Adapun dipilihnya jenis penelitian ini adalah bertujuan untuk
mencari informasi faktual yang mendetail tentang gejala yang ada,
mengidentifikasi masalah-masalah ataupun mendapatkan pengesahan
keadaan. Penelitian ini bersifat normatif empiris yang selalu menitik beratkan
pada sumber data sekunder.dan primer. Sedangkan dasar penelitian dilakukan
dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan.*

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian. Dalam
hal ini lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu pangkalan atau kantor
paguyuban angkutan umum Jember. Alasan dipilihnya pangkalan angkutan
umum Jember ini karena menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai
dengan topik penelitian, peneliti memilih obyek sebagai serangkaian analisis.
Peneliti memilih serangkaian analisis tersebut berdasarkan kebutuhannya dan
menganggap bahwa serangkaian analisis tersebut representatif.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan teknik purposive atau penentuan informal ditentukan
sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tersebut

misalnya, orang yang dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang

8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2016), 14-15.
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akan diteliti.** Adapun subyek atau informan yang akan dipilih dalam
penelitian ini sebagai berikut:
1. Kepala Paguyuban Angkutan Umum Jember
2. Sekretaris Paguyuban Angkutan Umum Jember
3. Bendahara Paguyuban Angkutan Umum Jember
4. Sopir Angkutan Umum Jember
D. Teknik Pengumpulan Data
Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan
data, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi yang masing-masing
proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan
informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini sebagai berikut:
1. Teknik Observasi
Dalam metode ini, peneliti meggunakan jenis observasi non
partisipan, dimana dalam observasi ini peneliti datang ditempat kegiatan
yang sedang di observasi, peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan
tersebut, artinya peneliti hanya berkedudukan sebagai pengamat.>® Adapun
data yang ingin diperoleh oleh peneliti dari metode observasi ini yaitu:
penerapan sistem pembayaran Jauh dekat satu tarif Pada Jasa Angkutan

Umum dalam Kota di Kabupaten Jember.

9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D..., 216.
*0 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 140.
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2. Wawancara

Selain menggunakan metode observasi, dalam penelitian ini,
peneliti  juga menggunakan metode wawancara. Penelitian ini
menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, maksudnya yaitu
wawancara yang di kombinasikan antara wawancara bebas dan wawancara
terpimpin. Pewawancara membawa pedoman yang hanya sebagai garis
besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.>

Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti, yaitu:

a. Mengenai penerapan sistem pembayaran Jauh dekat satu tarif Pada Jasa
Angkutan Umum dalam Kota di Kabupaten Jember.

b. Mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penetapan jauh dekat satu
tarif Pada Jasa Angkutan Umum dalam Kota di Kabupaten Jember.

. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian,
sejarah kehidupan, (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan.
Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa,
dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang
dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.>

Penggunaan teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data

berupa catatan tertulis maupun peristiwa tertentu yang dapat digunakan

*! paezaluddin dan Ermalinda, Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: Alfabeta, 2013), 130.
%2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 240.
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untuk mendeskripsikan data terkait Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada

Jasa Angkutan Umum dalam Kota Antar Kota (Studi Kasus Angkutan

Umum Kabupaten Jember). Data yang akan diperoleh dalam teknik

pengumpulan data dengan dokumentasi dapat berupa:

a. Foto kegiatan,

b. Sarana dan prasarana,

c. Keadaan Lingkungan dan lain-lain yang mendukung kegiatan.

E. Analisis Data
Analisis data adalah suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan
transkip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material
lainnya untuk mengaitkan pemahaman peneliti tentang data yang telah
dikumpulkan, sehingga memungkinkan ketentuan penelitian dapat disajikan
dan di informasikan kepada orang lain.>
Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan dua tahapan

yaitu analisis data sebelum lapangan dan analisis data di lapangan. Peneliti
menggunakan analisis data sebelum di lapangan karena dengan melakukan
analisis sebelum di lapangan dapat membantu peneliti untuk menentukan
fokus penelitian meskipun fokus penelitian tersebut masih bersifat sementara.
Sedangkan peneliti menggunakan analisis data di lapangan karena dengan
melakukan analisis di lapangan akan memudahkan peneliti untuk memilih

data yang akan dibutuhkan.*

% Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Jakarta:
Kencana, 2017), 400.
** Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D..., 245.
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Menurut Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus-menerus sampai
tuntas sehingga datanya sampai jenuh.>®

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Data Reduction (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola serta temanya.
Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang
lebih jelas serta memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data
selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Reduksi data ini dapat dibantu
dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan
kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Data Display (Penyajian data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam
bentuk uraian sigkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan
sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam
penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif.

Penyajian data merupakan proses penyajian sekumpulan informasi
yang kompleks kedalam satuan bentuk yang selektif dan sederhana, mudah
serta menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang mudah

dipahami. Setelah itu, data yang diperoleh peneliti selama proses

*® Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D..., 246.
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penelitian kemudian dipaparkan dan dicari tema-tema yang terkandung
didalamnya sehingga jelas maknanya.
3. Conclusion Drawing / Verification (Penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru
yang sebelumya belum pernah ada. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi
atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang
sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau
interaktif, hipotesis ataupun teori.*®

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti
menggunakan validitas data triangulasi. Pengujian keabsahan data ini sangat
perlu dilakukan karena untuk mengetahui tingkat kepercayaan hasil temuan
yang dilakukan oleh peneliti dengan kenyataan yang sedang di teliti.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagali
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai
waktu. Dalam hal ini Sugiyono membedakan triangulasi ke dalam dua
macam, Yyaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik
yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data
kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data
diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau

kuesioner. Sedangkan triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas

*® Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D..., 253.
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data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui
beberapa sumber.”’
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan
triangulasi teknik.
1. Triangulasi sumber
Triangulasi sumber merupakan teknik yang dilakukan peneliti
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik
Triangulasi teknik merupakan penggunaan beragam teknik
pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji
kreadibilitas data menggunakan triangulasi teknik yaitu mengecek data
kepada sumber yang sama dan dengan teknik yang berbeda.>®
Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik
dengan alasan yaitu untuk menguji data yang sudah didapat oleh peneliti,
sudah wvalid dan sesuai dengan data peneliti yang dicari dalam
penelitiannya. Sehingga data yang sudah diperoleh perlu diuji dengan
menggunakan triangulasi.
G. Tahap-tahap Penelitian
Untuk mengetahui proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti
mulai awal hingga akhir maka perlu diuraikan tahap-tahap penelitian. Tahap-
tahap penelitian yang dilalui oleh peneliti dalam proses penelitian adalah

sebagai berikut:

*" Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D..., 273-274.
% Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta,
2014), 171.
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1. Tahap Pra Lapangan
Dalam tahap penelitian pra lapangan terdapat enam tahap. Tahapan
tersebut juga dilalui peneliti sendiri, adapun enam tahapan tersebut adalah:
a. Menyusun rencana penelitian
Pada tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih
dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrk dan seminar
proposal.
b. Memilih lapangan penelitian
Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus terlebih
dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih
yaitu Paguyuban Angkutan Umum Kabupaten Jember.
¢. Mengurus perizinan
Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengurus perizinan
terlebih dahulu ke pihak kampus.
d. Menjajaki dan menilai lapangan
Setelah diberikan izin, peneliti mulai melakukan penjajakan dan
menilai lapangan untuk lebih mengatahui latar belakang objek
penelitian, lingkungan sosial, adat istiadat, kebiasaan, agama dan
pendidikannya. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam

menggali data.
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e. Memilih dan memanfaatkan informan
Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk
mendapatkan informasi yang dipilih, informan yang diambil dalam
penelitian ini adalah Kepala Paguyuban Angkutan Umum Kabupaten
Jember, sekretaris angkutan umum, bendahara angkutan umum, dan
sopir angkutan umum.
f. Menyiapkan perlengakapan penelitian
Setelah semua selesai mulai dari rancangan penelitian hingga
memilih informan, maka peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian
sebelum terjun kelapangan yanki mulai dari menyiapkan buku catatan,
kertas dan sebagainya.
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke
lokasi penelitian.
3. Tahap Analisi Data
Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Pada
tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan dan mempertahankan hasil

penelitian.



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Gambaran Objek Penelitian
1. Sejarah Berdirinya Angkutan Umum Jember

Awal mulanya (periode pra kemerdekaan), terminal induk di kota
Jember berada di pusat kota JI. Cokroaminoto, Jemberkidul, berdekatan
dengan kawasan Pasar Tanjung saat ini. Moda transportasi yang digunakan
saat itu berupa becak dan dokar untuk angkutan umum jarak dekat, armada
oplet untuk angkutan umum jarak menengah, dan armada bus untuk
angkutan umum jarak jauh seperti Situbondo, Banyuwangi, Malang dan
Surabaya. Semenjak dikeluarkannya SK DPRD Jember No. 09 Tahun
1975, aktivitas terminal direlokasikan ke daerah pinggiran kota, yaitu Jl.
Kenanga, Gebang. Pada tahun 1992, area baru terminal dibangun di luar
perbatasan kota, di lokasi Terminal Tawang Alun saat ini.

Moda angkutan kota Jember pada September 1984 mulai
menggunakan armada kendaraan yang disebut Lin atau biasa disebut
Klenting Kuning oleh warga setempat. Diawal kemunculannya, angkutan
kota menggunakan jenis armada lama (memiliki pintu di belakang). Tak
berselang lama, Perum DAMRI Cabang Jember mulai membuka layanan
angkutan kota dengan menggunakan armada medium bus. Namun
semenjak tahun 2000-an, Perum DAMRI Cabang Jember mulai
mengalami keterpurukan dan sekitar tahun 2007 s.d. 2008, armada

medium bus DAMRI sudah tidak beroperasi lagi.

60
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2. Visi dan Misi
VISI
Mengedepankan azaz kebersamaan melalui pertemuan rutin dengan
semua pengurus unit kerja, bersinergi dan komunikatif.
MISI
a. Mengakomodir setiap masukan dari unit unit kerja, memberikan
manfaat untuk semua dan memberikan terbaik untuk masyarakat umum.
b. Menciptakan suasana kondusif di bidang transportasi melalui
komunikasi dan koordinasi dengan semua instansi.
c. Menjalain kerja sama dengan semua unsur yang ada di Executif dan
Legislatif.
3. Rute Angkutan Perkotaan Jember
Angkutan kota menghubungkan Terminal Tawang Alun dengan
beberapa tujuan akhir di kawasan dalam kota, seperti Terminal Arjasa,
Kampus Universitas Jember, Perumnas Patrang, Gladak Pakem dan
Terminal Pakusari. Terdapat tujuh trayek angkutan kota yang mempunyai
titik awal dan akhir dari terminal ini. Angkutan kota ini dilayani oleh
armada kendaraan berjenis Colt T120 berwarna kuning serta terdapat
keterangan trayek lintasan di badan kendaraan. Berikut adalah trayek
angkutan kota Jember (disertai keterangan kode trayek dan warna

kendaraan) yang beroperasi di Terminal Tawang Alun.
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a. Kode Trayek A Jember.png Tawang Alun - Gajahmada -
Wijayakusuma/Stasiun KA - M.Sruji - Arjasa
b. Kode Trayek B Jember.png Tawang Alun - Gajahmada - Kenanga
Gebang - Kantor Pos - M.Sruji - Arjasa
c. Kode Trayek C Jember.png Tawang Alun - Gajahmada - Mawar - Nusa
Indah - Rumah Sakit - Perumnas Patrang
d. Kode Trayek D Jember.png Tawang Alun - Gajahmada - Kantor Pos -
Kampus/Kalimantan - Pakusari
e. Kode Trayek E Jember.png Tawang Alun - Gajahmada - A.Yani -
Panjaitan - S.Parman - Pakusari
f. Kode Trayek G Jember.png Tawang Alun - Gajahmada - A.Yani - Dr.
Suprapto - Gladak Pakem
g. Kode Trayek H Jember.png Tawang Alun - Kantor Pos - A.Yani - KH
Sidiq - Tegalbesar - Kranjingan - Pakusar
B. Penyajian dan Analisis Data
1. Penerapan Sistem Pembayaran Jauh Dekat Satu Tarif Pada Jasa
Angkutan Dalam Kota di Kabupaten Jember
Tarif pada jasa angkutan umum merupakan suatu bentuk imbalan
yang diberikan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa sebagai pengganti
atas pekerjaan atau jasa yang telah diberikan. Penerapan sistem
pembayaran satu tarif baik jarak dekat maupun jauh pada jasa angkutan
umum di Jember ini telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Dinas

Perhubungan pada tahun 2010. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara
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dengan bapak Teck Wang selaku Kepala Paguyuban angkutan perkotaan
Jember sebagai berikut:

“Jadi begini mas, penerapan sistem pembayaran satu tarif untuk
jarak dekat maupun jauh pada angkutan umum di Jember telah
ditetapkan oleh Pemkab dan Dishub Jember atas permintaan kami
selaku supir angkot, dikarenakan harga yang amburadul. Dulu
untuk siswa tarifnya ada yang Rp. 1000 dan ada yang Rp. 1500,
sedangkan untuk penumpang umum ada yang Rp. 3000 dan ada
yang Rp. 4000. Oleh karena itu, akhirnya Pemkab dan Dishub
mengambil keputusan tarif jauh maupun dekat untuk siswa Rp.
2000 sedangkan untuk penumpang umum Rp. 5000.”>°

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Paguyuban angkutan
perkotaan Jember ini, bahwasanya dalam penerapan sistem pembayaran
jauh dekat satu tarif pada jasa angkutan umum antar perkotaan Jember ini
telah dikenakan tarif Rp. 5000 untuk penumpang umum dan Rp. 2000
untuk pelajar.

Hal ini juga senada dengan yang dipaparkan oleh Bapak Agus
Suprapto selaku sekretaris paguyuban angkutan umum perkotaan Jember
sebagai berikut:

“Dulu setau saya untuk Jember sendiri itu sistem pembayarannya

amburadul, yaitu tarinya ada yang meberikan harga Rp. 1000 ada

yang memberikan harga Rp. 2000 bahkan hingga memberikan tarif

Rp. 4000. Namun setelah saya kurang lebih 3 tahun ada di Jember

akhirnya kebijakan satu tarif untuk jarak dekat maupun jauh

disepakati oleh Pemkab dan Dishub Jember dan harga yang

disepakati yaitu Rp. 5000 untuk penumpang umum dan Rp. 2000
untuk pelajar.®

% Teck Wang, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Juni 2021.
% Agus Suprapto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 17 Juni 2021.
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Selain itu Bapak Kasman sebagai Bendahara paguyuban angkutan
umum perkotaan Jember juga memaparkan pendapatnya sebagai berikut:

“lya memang benar mas, jadi untuk penerapan sistem pembayaran
jauh dekat satu tarif pada jasa angkutan umum perkotaan Jember
ini telah ditetapkan oleh Pemkab dan Dishub pada tahun 2010. Dan
untuk para supir telah mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan.
Jadi untuk para sopir angkutan umum perkotaan Jember ini insya
Allah tidak ada yang menyalahgunakan atau melanggar peraturan
pemerintah daerah.”®

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Syamsul selaku orang
Dishub Jember, yang menyatakan:

“jadi begini mas, mengenai penetapan satu tarif untuk jarak dekat
maupun jauh pada jasa angkutan umum ini awal mulanya karena
tarifnya itu serabutan, ada yang memberikan harga sesuai ada juga
yang memberikan harga melonjak tinggi. Oleh karena itu, pihak
Dishub dan Pemda mengambil keputusan untuk tarif pada jasa
angkutan umum ini ditetapkan menjadi satu tarif, yaitu Rp. 5000
untuk tingkat umum dan Rp. 2000 untuk tingkat pelajar’.%?

Selain Itu, Bapak Arif menyampaikan:

“dulu seperti ini mas, kan angkutan umum di Jember ini
mempunyai suatu paguyuban yang ada di bawah naungan Dishub
dan pemda. Nah, tapi meski ada paguyubannya, orang-orang atau
para sopir dalam menarik tarif pada penumpang itu semaunya
sendiri, dari paguyuban awalnya tidak ada sistem satu tarif seperti
ini. Karena orang-orang semaunya sendiri dalam menarik tarif, jadi
pihak Dishub dan Pemda memutuskan memberlakukan penetapan
satu tarif pada jasa angkutan umum baik untuk jarak dekat maupun
jauh, dan tarifnya ya itu mas Rp 5000 untuk kalangan umum dan
Rp. 2000 untuk kalangan pelajar mas.®

Dari hasil wawancara diatas, peneliti juga memperkuat dengan
hasil observasi yang dilakukan. Peneliti melihat langsung penerapan satu

tarif kepada penumpang angkutan umum untuk tingkat pelajar Rp. 2000

¢! Kasman, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 19 Juni 2021.
62 syamsul, diwawancarai oleh peneliti, 01 Juli 2021.
% Arif, diwawancarai oleh peneliti, 01 Juli 2021.
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sedangkan untuk kalangan umum atau masyarakat Rp. 5000 tanpa harus
sopir menyebutkan tarif tersebut penumpang atau pengguna jasa angkutan
umum sudah mengetahuinya. Penetapan tersebut telah ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Dinas Perhubungan (DISHUB) sejak
tahun 2010.*

Dari data-data yang peneliti sajikan diatas, dapat diambil
kesimpulan bahwasanya dalam penerapan sistem pembayaran jauh dekat
satu tarif pada jasa angkutan umum antar perkotaan Jember ini telah sesuai
dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) dan
Dinas Perhubungan (DISHUB) sejak tahun 2010 silam. Dalam penerapan
sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada jasa angkutan umum antar
perkotaan Jember ini telah dikenakan tarif Rp. 5000 untuk penumpang
umum dan Rp. 2000 untuk kalangan pelajar.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Pembayaran
Jauh Dekat Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Dalam Kota di
Kabupaten Jember

Hukum Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan
pada wahyu Allah dan sunnah Rasul yang mana semua yang diperintahkan
maupun yang dilarang oleh Allah harus dilaksanakan. Penentuan tarif telah
diatur didalam hukum islam yang berpangkal pada bidang muamalat yaitu
ljarah. Penerapan sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada jasa

angkutan umum di Jember ini termasuk perjanjian sewa-menyewa (ijarah)

%4 Observasi di Pos Paguyuban Jember, 20 Juni 2021.
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suatu jasa. Jasa angkutan umum dalam Hukum Islam digolongkan ke
dalam akad ijarah atas jasa dengan disertai upah.

Penerapan sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada jasa
angkutan umum antar perkotaan Kabupaten Jember ini Pemerintah
Kabupaten dan Dinas Perhubungan dalam menetapkannya telah berdiskusi
bersama dengan berbagai pihak, diantaranya yaitu pengurus paguyuban
angkutan umum berserta para sopir angkutan umum Jember, hal ini
dilakukan agar mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Selain itu,
penetapan tersebut juga berdasakan dengan berbagai klasifikasi. Dalam hal
ini klasifikasinya terdiri dari kalangan pelajar dan kalangan umum.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Teck Wang
selaku kepala paguyuban angkutan umum perkotaan Jember sebagai
berikut:

“Kebetulan disini saya non muslim, jadi kurang begitu mengerti
mengenai hukum islam dalam penetapan jauh dekat satu tarif pada
jasa angkutan umum antar perkotaan Jember, akan tetapi dulu
ketika awal ditetapkannya sistem jauh dekat satu tarif pada jasa
angkutan umum ini Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan
telah memberikan penjelasan dan pengarahan kepada seluruh sopir
angkutan umum bahwasanya tarif yang disepakati tidak
memberatkan pengguna jasa dan tidak merugikan penyedia jasa
atau sopir”.65

Hal ini sependapat dengan pemaparan salah satu sopir angkutan
umum Yyaitu bapak Sutomo, yang menyatakan:

“jadi mas, untuk tarif jauh dekat yang sudah ditetapkan oleh

Pemerintah Kabupaten dan Dinas Perhubungan tidak merugikan

kami selaku sopir maupun penumpang. Sedangkan sepengetahuan
saya dalam agama Islam terkait pemberian jasa jika didasarkan

® Teck Wang, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Juni 2021.
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dengan adanya kesukarelaan dan tujuannya menciptakan keadilan,
maka diperbolehkanlah penetapan satu tarif kepada penumg)ang
yang menggunakan jasa kami baik tujuan dekat maupun jauh.” 0

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut bahwasanya tinjauan
hukum Islam terhadap kebijakan penetapan jauh dekat satu tarif pada jasa
angkutan umum antar perkotaan Jember ini diperbolehkan karena dirasa
berdasarkan dengan tujuan yang baik dan tidak ada unsur keberatan dan
keterpaksaan untuk pengguna jasa dalam memberikan ongkosnya kepada
sopir atau pengguna jasa.

Bapak Agus Suprapto selaku sekretaris paguyuban angkutan umum
perkotaan Jember juga memaparkan sebagai berikut:

“Sebenarnya dalam hukum Islam sendiri pemberian tarif yang tidak
sepadan dengan jasa yang diberikan tidak diperbolehkan. Tapi,
berhubung ini sudah suatu ketetapan dari Pemerintah Daerah dan
Dinas Perhubungan maka mau tidak mau kami harus tetap
mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Ini demi menegakkan
keadilan dan kemaslahatan bersama, agar para sopir tidak semena-
mena memberikan tarif kepada pengguna j asa”.®’

Hal senada juga dipaparkan oleh Bapak Sholeh selaku sopir

ankutan umum, yang menyatakan:

“Kalau saya orang awam mas, jadi kurang begitu mengerti
mengenai hukum-hukum seperti itu mas. Tapi ya saya sedikit
mengerti jika pembayaran satu tarif pada jasa angkutan umum
untuk jarak dekat maupun jauh itu seharusnya tidak diperbolehkan,
tetapi disini yang menetapkan kan pihak Pemda dan Dishub, jadi
menurut saya mereka dalam menetapkan hal tersebut sudah melalui
berbagai macam pertimbangan dan tidak menetapkannya
sembarangan mas”.

% Sutomo, diwawancarai oleh peneliti, Jember 20 Juni 2021.
87 Agus Suprapto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 17 Juni 2021.
%8 Sholeh, diwawancarai oleh peneliti, Jember 20 Juni 2021.
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Dari data-data yang peneliti sajikan diatas, dapat diambil
kesimpulan bahwasanya dalam tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan
penetapan jauh dekat satu tarif pada jasa angkutan umum antar perkotaan
Jember ini diperbolehkan dengan alasan sebagai berikut: adanya kerelaan
diantara kedua belah pihak yang berakad, untuk menciptakan keadilan dan
meninggalkan unsur-unsur penganiyaan dalam transaksi, termasuk dalam
menentukan harga, Mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam
penentuan tarif angkutan umum oleh pemilik jasa kendaraan terhadap
penumpang dalam hal ini masyarakat sekaligus melindungi kepentingan
penyedia jasa agar harga yang di tawarkan konsumen tidak terlalu rendah
sehingga berakibat rugi bagi pemilik angkutan umum atau penyedia jasa.
Dalam penetapan tarif juga berdasakan dengan berbagai klasifikasi. Dalam
hal ini klasifikasinya terdiri dari kalangan pelajar dan kalangan umum.

C. Pembahasan Temuan
Pada bagian ini merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara
kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan
sebelumnya serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari
lapangan. Adapun rincian dalam pembahasan temuan penelitian ini adalah:
1. Penerapan Sistem Pembayaran Jauh Dekat Satu Tarif Pada Jasa
Angkutan Dalam Kota Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil temuan dapat diketahui bahwa penerapan sistem

pembayaran jauh dekat satu tarif pada jasa angkutan umum antar

perkotaan Kabupaten Jember ini telah sesuai dengan peraturan yang
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ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Dinas Perhubungan

(DISHUB) sejak tahun 2010 silam. Penetapan tarif oleh pemerintah dalam

pandangan hukum islam disebut al tas'ir al jabari. Dalam penerapan

sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada jasa angkutan umum antar
perkotaan Jember ini telah dikenakan tarif Rp. 5000 untuk penumpang
umum dan Rp. 2000 untuk kalangan pelajar.

Temuan tersebut kemudian dikolaborasikan dengan teori yang
dikemukakan oleh Swardjoko P Warpani bahwasanya pada penentuan tarif
terdapat berbagai macam pilihan antara lain:

a. Tarif Saragam (Flat Fare), dimana dalam struktur tarif seragam
dikenakan tanpa memeperhatikan jarak yang dilalui. Struktur tarif
seragam ini bermanfaat apabila diterapkan pada daerah yang kawasan
pemukimannya sebagian besar terletak melingkar mengelilingi pusat
kota, kemudahan dalam pengumpulan ongkosnya di dalam kendaraan.
Selain itu struktur ini memungkinkan transaksi yang cepat dan secara
umum penampilan tarifnya sederhana. Namun, di satu pihak merugikan
penumpang yang melakukan perjalanan pendek karena tarifnya akan
sama dengan tarif yang dikeluarkan oleh penumpang yang melakukan

perjalanan panjang/jauh.
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b. Tarif Berdasarkan Jarak (Distance-based-fare) ada beberapa macam
struktur tarif berdasarkan jarak, yaitu:
1) Tarif Kilometer
Struktur tarif ini sangat bergantung dengan jarak yang
ditempuh, yaitu penetapan besarnya tarif dilakukan pengalian
ongkos tetap per-kilometer dengan panjang perjalanan yang
ditempuh oleh setiap penumpangnya. Tarif kilometer ini cocok untuk
pengangkutan perkotaan hanya di bawah keadaan-keadaan tertentu
dan sekarang ini struktur ini tidak banyak digunakan.
2) Tarif Bertahap
Struktur tarif ini dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh
oleh penumpang. Tahapan adalah suatu penggal dari rute yang
jaraknya antara satu atau lebih tempat pemberhentian sebagai dasar
perhitungan tarif.tarif baertahap mencerminkan usaha penggabungan
secara wajar keinginan penumpang dan pertimbanganbiaya yang
dikeluarkan perusahaan dengan waktu untuk mengumpulkanongkos.
3) Tarif Zona
Tarif ini merupakan bentuk penyedehanaan dari tarif bertahap
jika daerah pelayanan berangkutan dibagi dalam zona-zona. Daerah
pelayanan perangkutan juga dapat dibagi ke dala zona-zona
berdekatan. Jika terdapat jalan melintang dan melingkar, panjang
jalan ini harus dibatasi dengan membagi zona-zona kedalam sektor-

sektor. Tarif zona memiliki kerugian bagi penumpang yang
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melakukan suatu perjalanan jarak pendek di dalam dua zona yang
berdekatan, mereka harus membayar ongkos untuk dua zona.
Kerugia ini dapat diimbangi dengan memberlakukan zona tumpang
tindih atau skala tarif yang dapat di pakai untuk dua zona.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Pembayaran
Jauh Dekat Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Dalam Kota di
Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil temuan dapat diketahui bahwa dalam tinjauan
hukum Islam terhadap kebijakan penetapan jauh dekat satu tarif pada jasa
angkutan umum di Jember ini diperbolehkan karena berdasarkan dengan
tujuan yang baik, agar mencerminkan keadilan bagi semua pihak, dan
tidak ada unsur keberatan dan keterpaksaan untuk pengguna jasa dalam
memberikan ongkosnya kepada sopir atau pengguna jasa. Selain itu,
penetapan tersebut juga berdasakan dengan berbagai klasifikasi. Dalam hal
ini klasifikasinya terdiri dari kalangan pelajar dan kalangan umum.

Penetapan tarif oleh pemerintah dalam pandangan hukum islam
disebut al/ ta'’sir al jabari, yaitu pemerintah menetapkan harga suatu
komoditas tertentu serta memberlakukannya dalam transaksi warganya.
Ulama’ berbeda pendapat tentang penetapan harga yang dikeluarkan oleh
pemetrintah. Sebagian ulama’ melarang seperti Ibnu Qudamah, Sayyid
Sabiq, Imam An Nabani, Ulama’ Madzhab Syafi’i, Hambali dan Maliki,

dengan dalil Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
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Menurut jumhur ulama, tas’ir bertentangan dengan nash-nash
yang terdapat didalam Al-Qur’an dan hadis. Sebab tas’ir bermakna
pemaksaan atas penjual dan atau pembeli untuk berjual beli harga
tertentu. Ini melanggar kepemilikan seseorang karena kepemilikan itu
bermakna memiliki kekuasaan atas harta miliknya. Karena itu ia berhak
menjual dengan harga yang ia sukai. Pematokan harga tertentu akan
menghalangi atau merampas sebagian kekuasaan seseorang atas
hartanya. Sesuia dengan keterangan nash di atas, hal itu tidak boleh
terjadi.

Ibn Qudamah Al Maqdisi menyatakan pemerintah tidak memiliki
kewenangan untuk mengtur harga, masyarakat boleh menjual barang-
barang mereka dengan harga yang mereka sukai. Menurut ulama Mazhab
Hambali ini, ada dua alasan tidak diperkeanankannya pemerintah
menetapkan harga. Pertama, Rasulullah tidak pernah nenetapkan harga
meskipun penduduk menginginkannya. Kedua, menetapkan harga adalah

suatu kezaliman. Jual beli melibatkan hak milik seseorang, didalamnya ia
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memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun sesuai dengan
kesepakatannya dengan pembeli.

Sedangkan Sebagian ulama pun membolehkan tas’ir bahkan wajib
menetapkan harga jika terjadi kenaikan harga meskipun barang
mencukupi. Alasan yang dikemukakan bahwa pemerintah di dalam Syariat
Islam dibrikan kewenangan untuk kemaslahatan serta keadilan bersama
serta tidak ada unsur keterpaksaan baik untuk pengguna jasa maupun
penyedia jasa.

Yahya bin Umar yang merupakan salah satu Fugqoha Mazhab
Maliki berpendapat bahwa al-tas“ir (penetapan harga) tidak boleh
dilakukan beliau berhujjah dengan berbagai hadis Nabi Muahamad
SAW tentang larangan tas“ir. Yahya bin Umar melarang kebijakan
penetapan harga jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata
hasil interaksi hasil perintaan dan penawaran yang alami tanpa capur
tangan manusia. Maka dalam hal ini pemerintah tidak mempunyai hak
untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan
harga diakibatkan oleh ulah manusia. Pemerintah, sebagai institusi
formal yang memikul tang- gung jawab menciptakan kesejahteraan
umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas

yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas.®

% Qusthoniah, Tas“ir Al Jabari (Penetapan Harga Oleh Pemerintah Oleh Negara) Dalam Koridor
Figih Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi, Jurnal Syariah, Keislaman, Dan Peradaban,
Vol.2. No.2. (Oktober 2014), h. 94.
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Yahya menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan
intervensi, kecuali dalam dua hal, yaitu:

1) Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan yang
sangat diburuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan
kemudhorotan dan merusak meanisme pasar.

2) Para pedagang melakukan praktik siyasah al-ighraq atau banting
harga (dumping) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak
sehat serta dapat mngecaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini,
pemerintah berhak memerintahkan para pedagang untuk menaikan
kembali harganya sesuai yang berlaku harga di pasar. Apabila
mereka menolak hal tersebut pemerintah boleh menolaknya,
pemerintah berhak mengusir pedagang tersebut dari pasar. Hal ini
pernah dipraktikan oleh Umar Ibn Al- Khattab ketika seorang
pedagang kismis menual barang dagangannya dibawah harga pasar.

Pernyataan Yahya bin Umar diatas jelas mengindikasiakan
bahwa hukum asal intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru
dapat dilakukan jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini
sesuai dengan tugas yang dibebankan pada pemerintah dalam
mewujudkan keadilan sosial dalam segala aspek masyarakat. Yahya bin

Umar menambahkan bahwa mekanisme pasar itu harus tunduk pada

kaidah-kaidah. Diantara kaidah itu adalah pemerintah Dberhak

melakukan intervensi jika terjadi sewenang-wenagan dalam pasar yang

dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.
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Hal senada juga disampaikan oleh Ulama’ kontemporer Yusuf
Qardhawi, menurut beliau penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada
yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang dzalim, itu yang di
haramkan, dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan. Jika penentuan
harga di lakukan dengan menjual barang dengan harga yang tidak
mereka ridhai, maka tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika
penentuan harga menimbulkan keadilan bagi seluruh masyarakat,
seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual diatas harga
resmi, maka hal ini dibolehkan dan wajib diterapkan. Dengan demikian,
penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang
sesuai demi tegaknya kedilan sebagai mana yang diminta Allah.”

Mayoritas ulama Malikiyah membolehkan tas’ir pemerintah
boleh (bahkan wajib) menetapkan harga jika terjadi kenaikan harga
meskipun barang mencukupi. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa
dalam syariat Islam, pemerintah diberi wewenang untuk mengatur
kehidupan masyarakat untuk kemaslahatan bersama. Meski demikian
pemerintah dalam menetapkan harga harus berpegang pada syarat-
syarat. Sebagaimana menurut ulama’ figh, syarat-Syarat penentuan
harga sebagai berikut:™*

Dalam penetapan harga tarif angkutan umum yang diberlakukan
olen pemerintah daerah dan dinas perhubungan ini telah sesuai dan

memenuhi syarat yang ditepakan oleh ulama yang membolehkan

70 yusuf Qardhawi, Etika Norma dan Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani, 1997), 257.
™ Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 145.
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pemberlakuan Al Tas’ir al Jabari. Penetapan tarif ini dilakukan dengan
alasan sebagai berikut:
a. Adanya kerelaan diantara kedua belah pihak yang berakad. Hal ini

sesuai dengan nash Al-Qur’an Q.S An-Nisa ayat 29-30 sebagai berikut:
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Artinya: 29. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 30.
dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan
aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam
neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Ayat di atas menjelaskan tentang wajib dalam bermuamalat
dilakukan dengan kerelaan diantara kedua belah pihak antaradim
minkum, dan melarang transaksi yang dapat merugikan satu pihak dan
meguntungkan pihak yang lain. Pendapat Imam Asy-Syafi“i dalam
Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa kerelaan menjadi syarat jual beli.
Jika tidak ada kerelaan kedua belah pihak maka jual beli tidak sah.

b. Untuk menciptakan keadilan dan meninggalkan unsur-unsur

penganiyaan dalam transaksi, termasuk dalam menentukan harga.

Harga yang adil yaitu harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau



penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan

pihak yang lain. Hal ini sesuai dengan Al-Qur‘an surat Hud ayat 85:
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Artinya: “dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan

timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan

manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu

membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat
kerusakan”.

Dalam tafsir Al Misbah bahwa dijelaskan perinta untuk berlaku
adil. Pada ayat sebelumnya Quraish Shihab menyebutkan dalam
tafsirnya berlakulah adil terhadap Allah dengan mengesakan-Nya, di
lanjutkan pada ayat ini, yaitu perintah berlaku adil kepada manusia.
Termasuk dalam transaksi muamalah agar menghindari tindak
kecurangan. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pengguna jasa
dan penyedia jasa secara adil, yaitu penyedia jasa atau sopir
memperoleh keuntungan yang normal dan pengguna jasa atau
penumpang memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang
dibayarkan.

. Mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam penentuan tarif
angkutan umum oleh pemilik jasa kendaraan terhadap penumpang

dalam hal ini masyarakat sekaligus melindungi kepentingan penyedia

jasa agar harga yang di tawarkan konsumen tidak terlalu rendah
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sehingga berakibat rugi bagi pemilik angkutan umum atau penyedia

jasa.

Penetapan harga tersebut sesuai dengan pendapat ulama figih
yang memperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Komoditi atau jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat
banyak.

2) Terbukti bahwa pedagang atau pemilik jasa melakukan kesewenang-
wenangan dalam menentukan harga komoditi atau jasa dagangan
mereka.

3) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan
menunjuk para pakar ekonomi.

4) Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih  dahulu
mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.

5) Ada pengawasan berkesinambungan dari pihak penguasa dalam hal
ini pemerintah terhadap pasar.

Hadis Rasullulah yang berkaitan dengan dengan penetapan
harga adalah sebuah riwayat dari Anas Bin Malik yang artinya sebagai
berikut:

Artinya: Muhamad bin Basysyar, menceritakan kepada kami

Hajjaj bin Minhal, mencritakan pada kami Hammad bin
Salamah, mencritakan pada Qatadah, Tsabit dan
Mumaid dari Anas Ra ia berkata :” pada zaman
Rasulullah terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu
sekelompok orang menghadap Rasulullah SAW seraya
mereka berkata: ,,ya Rasulullah, harga-harga dipasar
melonjak tinggi, tolonglah tetapkan harga tersebut.”

Rasulullah SAW menjawab: sesungguhnya Allah lah
yang berhak menetapkan harga, dan menurunkannya,
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melapangkan dan memberi rezeki. Janganlah seseorang
diantara kalian menuntut saya untuk berlaku lalim
dalam soal harta dan nyawa. (Sunan Tirmidzi, nomor
hadist 1312, Sunan Abu Daud, hadist nomor hadist
3447, Sunan lbnu Majah nomor hadist 2200, Musnad
Ahmad juz 3 nomor hadist 286, Al Mu“jam As-Saghir
At Tabrani juz 2 nomor hadist 7).

Berdasarkan hadis di atas Ulama figih menyatakan kenaikan
harga yang terjadi di zaman Rasulullah tersebut adalah bukan tindakan
sewenang-wenang dari para pedagang, tapi karena memang komoditas
yang ada dipasar terbatas, maka wajar harag barang tersebut naik.

Melihat praktik jasa tranportasi angkutan kota antar kota kabupaten
Jember ini sangat berkaitan dengan jasa ijarah, yang mana jasa (ijarah) di

perbolehkan praktik jasa tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Al-

Qur’an surat al-bagarah ayat 233:
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Artinya: “...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada

pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai

dengan ketentuan yang telah disepakati.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Sistem Pembayaran Jauh Dekat Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum Antar
Perkotaan Studi Kasus Angkutan Umum Kabupaten Jember sebagaimana
yang telah diuraikan sebelumnya baik yang bersifat teoritis maupun praktis,
maka untuk memberikan pemahaman yang lebih singkat, tepat dan terarah
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan Sistem Pembayaran Jauh Dekat Satu Tarif Pada Jasa Angkutan

Umum dalam Kota di Kabupaten Jember.

Dalam penerapan sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada
jasa angkutan umum antar perkotaan Jember ini telah sesuai dengan
peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Dinas
Perhubungan (DISHUB) sejak tahun 2010 silam. Dalam penerapan sistem
pembayaran jauh dekat satu tarif pada jasa angkutan umum antar
perkotaan Jember ini telah dikenakan tarif Rp. 5000 untuk penumpang

umum dan Rp. 2000 untuk kalangan pelajar.

80
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2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Jauh
Dekat Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum dalam Kota di Kabupaten
Jember.

Dalam tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan penetapan jauh
dekat satu tarif pada jasa angkutan umum antar perkotaan Jember ini
diperbolehkan dengan alasan sebagai berikut:

a. Adanya kerelaan diantara kedua belah pihak yang berakad.

b. Untuk menciptakan keadilan dan meninggalkan unsur-unsur
penganiyaan dalam transaksi, termasuk dalam menentukan harga.

c. Mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam penentuan tarif
angkutan umum oleh pemilik jasa kendaraan terhadap penumpang
dalam hal ini masyarakat sekaligus melindungi kepentingan penyedia
jasa agar harga yang di tawarkan konsumen tidak terlalu rendah
sehingga berakibat rugi bagi pemilik angkutan umum atau penyedia
jasa. Dalam penetapan tarif juga berdasakan dengan berbagai
klasifikasi. Dalam hal ini klasifikasinya terdiri dari kalangan pelajar dan
kalangan umum.

B. Saran
Dari hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka peneliti
memberikan saran mengenai tinjauan hukum islam terhadap kebijakan
penetapan jauh dekat satu tarif pada jasa angkutan umum antar perkotaan

kabupaten jember agar lebih baik lagi kedepannya, sebagai berikut:
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1. Bagi paguyuban angkutan umum Kabupaten Jember untuk lebih
memperhatikan lagi para sopir agar lebih mengerti akan tarif yang
diberlakukan secara hukum islam.

2. Bagi sopir angkutan umum Kabupaten Jember agar terus tetap
mempertahankan dan mematuhi ketetapan yang sudah diberlakukan

sampai saat ini.
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